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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN 
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI KALIMANTAN  TIMUR

NOMOR : 503/0402/LINGK/DPMPTSP/XII/2022

TENTANG

SURAT  KEPUTUSAN  KELAYAKAN  LINGKUNGAN  HIDUP ATAS  RENCANA  PERUBAHAN
PERSETUJUAN  LINGKUNGAN  TERKAIT  PERUBAHAN  PENGELOLAAN  DAN  PEMANTAUAN
LINGKUNGAN HIDUP SERTA PENGINTEGRASIAN PERSETUJUAN TEKNIS PEMENUHAN BAKU
MUTU  AIR  LIMBAH  DAN  PEMENUHAN  BAKU  MUTU  EMISI  UDARA  AMBIEN KE  DALAM
DOKUMEN LINGKUNGAN PT. SARANA ABADI LESTARI YANG  BERLOKASI DI KELURAHAN
RAWA MAKMUR KECAMATAN PALARAN KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa  Rencana  Perubahan  Persetujuan  Lingkungan  terkait
Perubahan  Pengelolaan  dan  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  serta
Pengintegrasian  Persetujuan  Teknis  Pemenuhan  Baku  Mutu  Air
Limbah dan  Pemenuhan Baku Mutu Emisi Udara Ambien ke dalam
dokumen  lingkungan  PT.  Sarana  Abadi  Lestari  yang   berlokasi  di
Kelurahan  Rawa  Makmur  Kecamatan  Palaran  Kota  Samarinda
Provinsi  Kalimantan  Timur, akan  menimbulkan  dampak  terhadap
lingkungan hidup; 

b. bahwa  dalam  rangka  pengendalian  dampak  terhadap  lingkungan
hidup akibat dari Rencana Perubahan Persetujuan Lingkungan terkait
Perubahan  Pengelolaan  dan  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  serta
Pengintegrasian  Persetujuan  Teknis  Pemenuhan  Baku  Mutu  Air
Limbah dan  Pemenuhan Baku Mutu Emisi Udara Ambien ke dalam
dokumen  lingkungan  PT.  Sarana  Abadi  Lestari  yang   berlokasi  di
Kelurahan  Rawa  Makmur  Kecamatan  Palaran  Kota  Samarinda
Provinsi  Kalimantan  Timur,  perlu  disusun  dokumen  perubahan
pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;

c. bahwa  berdasarkan  huruf  a  s/d  b  di  atas,  terhadap  rencana
perubahan  Usaha  dan/atau  Kegiatan  dimaksud dinyatakan  layak
ditinjau  dari  aspek  lingkungan  hidup,  wajib  diterbitkan  Surat
Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup;

d. bahwa  berdasarkan  pertimbangan  sebagaimana  dimaksud  dalam
huruf  a  s/d c  di  atas,  perlu  menetapkan Keputusan Kepala  Dinas
Penanaman  Modal  dan  Pelayanan  Terpadu  Satu  Pintu  Provinsi
Kalimantan Timur tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana
Perubahan  Persetujuan  Lingkungan  terkait  Perubahan  Pengelolaan
dan Pemantauan Lingkungan Hidup serta Pengintegrasian Persetujuan
Teknis  Pemenuhan  Baku  Mutu  Air  Limbah  dan  Pemenuhan  Baku
Mutu Emisi Udara Ambien ke dalam dokumen lingkungan PT. Sarana
Abadi Lestari yang  berlokasi di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan
Palaran Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur.

 Mengingat : 1. Undang-Undang  Nomor  32  Tahun  2009  tentang  Perlindungan  dan
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Pengelolaan  Lingkungan  Hidup :  (Lembaran  Negara  Republik
Indonesia  Tahun  2009  Nomor  140,  Tambahan  Lembaran  Negara
Republik Indonesia Nomor 5059).

2. Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  Pemerintahan
Daerah.

3. Undang-Undang  RI  Nomor  :  11  Tahun  2020  tentang  Cipta  Kerja
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun  2020 Nomor 245).

4. Peraturan Pemerintah  Nomor  22  Tahun   2021  Tentang
Penyelenggaraan  Perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32).

5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan
Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.

6. Peraturan Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor  :
P.22/MENLHK/SETJEN/KUM.I/7/2018  tentang  Norma,  Standar,
Prosedur,  dan  Kriteria  Pelayanan  Perizinan  Terintegrasi  Secara
Elektronik Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor : 4 Tahun 2021 tentang
Daftar  Usaha  dan/atau  Kegiatan  yang  Wajib  Memiliki Analisis
Mengenai Dampak Lingkungan Hidup, Upaya Pengelolaan Lingkungan
Hidup  dan  Upaya  Pemantauan  Lingkungan  Hidup  atau  Surat
Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan
Hidup.

8. Surat Edaran  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  dengan
Nomor  :  SE.7/PKTL/PDLUK/Pla.4/4/2020  tentang  Pelaksanaan
Penilaian  dan  Pemeriksaan  Dokumen  Lingkungan  Hidup  (Amdal,
UKL-UPL, DELH, DPLH) Dalam Upaya Tanggap Darurat Pencegahan
Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).

9. Surat Edaran  Menteri  Lingkungan  Hidup  dan  Kehutanan  Nomor
SE.2/MENLHK/SETJEN/KUM.1/3/2021  tentang  Pengaturan
Peralihan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021,
Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  tahun  2021,  dan  Peraturan
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021;

10.Peraturan Gubernur  Kalimantan  Timur  Nomor  31  Tahun  2022
tentang  Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 8 Tahun 2021
tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Memperhatikan  : 1. PT.  Sarana Abadi Lestari  (PT. SAL) telah mendapatkan NIB (Nomor
Induk Berusaha)  8120003841566 tanggal  16 Agustus 2018 dan Izin
Lingkungan  Tanggal  19  September  2018  yang  diterbitkan  oleh
Lembaga OSS.

2. Pengesahan  dokumen  Amdal  Nomor 660/563/HK-KS/XI/2010
tanggal 18 Desember 2010 oleh Walikota Samarinda, dengan lingkup
kegiatan meliputi: Pelabuhan dan pergudangan, Sarana penyimpanan
dan  pengolahan  B3,  Tangki  Timbun  BBM,  Pengolahan  air  bersih,
Liquid Mud Plant (LMP), Cement Bulk Plant dan Tubular Maintenance
dengan luas ± 8 Ha berlokasi Kelurahan Rawa Makmur, Kec. Palaran,
Kota Samarinda.

3. Keputusan  Menteri  Perhubungan  Nomor  :  KP.  393  Tahun  2010
tanggal  15  September  2010  tentang  Pemberian  Izin  Usaha  kepada
PT. Sarana Abadi Lestari sebagai Badan Usaha pelabuhan;
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4. Perseroan  Terbatas  Sarana  Abadi  Lestari  berdasarkan  Akta  Notaris
Ruddyantho Tantry, S.H tanggal 31 Juli 2003 Nomor 195.

5. Pernyataan  Keputusan  Para  Pemegang  Saham   PT.  Sarana  Abadi
Lestari  berdasarkan  Akta  Notaris  Adi  Nugroho  Tantry,  S.H.  M.Kn.
LL.M Tanggal 26 Februari 2018 Nomor : 08.

6. Surat  Kepala  Dinas  Pekerjaan  Umum  Penataan  Ruang  dan
Perumahan Rakyat  nomor  :  503/1704/PR-DPUPR-PERA tanggal  28
Agustus 2018 perihal Pertimbangan Teknis Lokasi PT.  Sarana Abadi
Lestari.

7. Persetujuan  Pengelolaan  Terminal  untuk  Kepentingan  Sendiri  di
dalam  DLKr  dan  DLKp  Pelabuhan  Samarinda  guna  menunjang
kegiatan  industri  kimia  dasar  dan  organik  yang  bersumber  dari
minyak  dan  gas  bumi yang  diterbitkan  oleh  Kementerian
Perhubungan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dengan Nomor
Izin :  BX-308/PP008, berlaku dari tanggal 19 Juni 2015 s/d 19 Juni
2025;

8. Keputusan Gubernur Kalimantan Timur Nomor: 503/2726/LINGK /
DPMPTSP/IV/2020  tentang  Kelayakan  Lingkungan  Hidup  atas
Adendum  Rencana  Usaha  dan/atau  Kegiatan  Perubahan  dan
Penambahan Pembangunan Sarana Kegiatan oleh PT Sarana Abadi
Lestari  dengan  Luas  Areal  ±  9,3680  Ha,  yang  secara  Administratif
Berlokasi  di  Kelurahan  Rawa  Makmur  Kecamatan  Palaran  Kota
Samarinda Provinsi Kalimantan Timur;

9. Berita Acara Pengawasan Izin Lingkungan PT. Sarana Abadi Lestari
tanggal 27 Agustus 2020 dan terbitnya Surat Keputusan Kepala Dinas
Lingkungan Provinsi  Kalimantan Timur Nomor :  660.2/K.112/2020
tanggal  1  September  2020  tentang  Penerapan Sanksi  Administratif
Paksaan Pemerintah kepada PT. Sarana Abadi Lestari.

10. Surat  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Kalimantan  Timur
Nomor: 660.2/227/B.III.2/DLH/2022 tanggal 31 Januari 2022 perihal
Persetujuan  Teknis  Pemenuhan  Baku  Mutu  Air  Limbah  untuk
Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan;

11. Surat  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Provinsi  Kalimantan  Timur
Nomor:  660.2/2373/B.III.2/DLH/2022  tanggal  10  Oktober  2022
perihal Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Emisi  ke Udara
Ambien;

12. Pemenuhan standar dan/atau rincian teknis Penyimpanan Limbah B3
Rincian Teknis Penyimpanan Limbah B3 oleh PT Sarana Abadi Lestari;

13. Keputusan  Kepala  Dinas  Perhubungan  Provinsi  Kalimantan  Timur
Nomor:  551.3/0836/LLAJ/VII/2021  tentang  Persetujuan  Hasil
Analisis  Dampak  Lalu  Lintas  Pembangunan  Tangki  Penyimpanan
Bahan Bakar Minyak Solar dan Nabati dan Sarana Penunjangnya dan
Kegiatan Operasional Kegiatan Usaha di Bidang Industri Kimia Dasar
Organik  yang  Bersumber  dari  Minyak  Bumi  dan  Gas  Bumi  yang
Terletak di Jalan Palaran Indah RT. 11 (Nomor Ruas Jalan Samarinda
Seberang  –  Sanga  Sanga  :  34.021.K)  Kelurahan  Rawa  Makmur,
Kecamatan  Palaran,  Kota  Samarinda,  di  Jalan  Provinsi  Provinsi
Kalimantan Timur;

14. Pelaksanaan  Kegiatan  Pengumpulan  Limbah  B3  yang  akan
dikerjasamakan  bersama  PT  Sarana  Palaran  Lestari,  yang  telah
memperoleh  Persetujuan  Teknis  Pengumpulan  Limbah  B3
berdasarkan  Surat  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Nomor:
660.2/334/B.II.2/DLH/2022  Hal  Persetujuan  Teknis  di  Bidang
Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 PT
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Sarana Palaran Lestari  (Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 oleh PT
Sarana Palaran Lestari yang berlokasi di dalam areal kerja PT SAL).

15. Berita  Acara  Rapat  Pembahasan  rencana  perubahan  persetujuan
lingkungan  terkait  perubahan  pengelolaan  dan  pemantauan
lingkungan  hidup  serta  mengintegrasikan  persetujuan  teknis
pemenuhan baku mutu air limbah ke dalam dokumen lingkungan PT.
Sarana  Abadi  Lestari  dan  perubahan  penanggung  jawab  usaha
dan/atau kegiatan pengumpulan limbah B3 dari  PT.  Sarana Abadi
Lestari   kepada  PT.  Sarana  Palaran  Lestari  yang   berlokasi  di
Kelurahan  Rawa  Makmur  Kecamatan  Palaran  Kota  Samarinda
Provinsi  Kalimantan  Timur  Nomor  :
KAKT/041/KOMDAL-PROV./III/2022 tanggal 18 Maret 2022.

16. Rekomendasi Ketua Komisi Penilai Amdal Provinsi Kalimantan Timur
Nomor  :  KAKT/182/KOMDAL-PROV./XI/2022  tanggal  21  November
2022.

MEMUTUSKAN :
Menetapkan :
KESATU : Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup Atas Rencana Perubahan

Persetujuan Lingkungan terkait Perubahan Pengelolaan dan Pemantauan
Lingkungan Hidup serta Pengintegrasian Persetujuan Teknis Pemenuhan
Baku Mutu Air Limbah dan Pemenuhan Baku Mutu Emisi Udara Ambien
ke dalam dokumen lingkungan PT. Sarana Abadi Lestari yang  berlokasi
di Kelurahan Rawa Makmur Kecamatan Palaran Kota Samarinda Provinsi
Kalimantan  Timur,  dinyatakan  layak  ditinjau  dari  aspek  lingkungan
hidup.

KEDUA : Identitas Pelaku Usaha  sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
diberikan kepada :

1. Nama Pelaku Usaha 
dan/atau Kegiatan

: PT. Sarana Abadi Lestari

2. Jenis Usaha dan/atau 
Kegiatan

: Jasa Kepelabuhan 

3. Nama jabatan 
penangung jawab Usaha
dan/atau Kegiatan

: Direktur  Utama

4. Alamat Kantor : Graha  Niaga  Lantai  3  Jl.  Rapak
Indah  Nomor  168  Samarinda  –
Kalimantan Timur

5. Lokasi Kegiatan : Kelurahan  Rawa  Makmur
Kecamatan  Palaran,  Kota
Samarinda,  Provinsi  Kalimantan
Timur.

KETIGA : Secara  administratif  wilayah  Lokasi  Rencana  dan/atau  Kegiatan
Perubahan  Persetujuan  Lingkungan  PT.  Sarana  Abadi  Lestari  ini
masuk  ke  dalam  wilayah  Kelurahan  Rawa  Makmur  Kecamatan
Palaran, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur.

B. Deskripsi Rencana Usaha dan/atau Kegiatan :
Adapun  latar  belakang  Pengajuan  Perubahan  Persetujuan
Lingkungan PT. Sarana Abadi Lestari :
PT Sarana Abadi Lestari mendapatkan sanksi administratif paksaan
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pemerintah berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Lingkungan
Hidup Provinsi Kalimantan Timur Nomor: 660.2/K.112/2020 tanggal
1 September 2020 tentang Penerapan Sanksi Administratif Paksaan
Pemerintah kepada PT Sarana Abadi Lestari.
Berdasarkan surat keputusan tersebut,  sebagaimana pada diktum
Kedua, bahwa sanksi administratif paksaan pemerintah dikarenakan
adanya pelanggaran oleh PT Sarana Abadi Lestari, meliputi :
1. Belum  memiliki Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan

Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (Limbah B3);

2. 6 (enam) titik penaatan belum dipasang alat ukur debit/laju alir
air limbah;

3. Belum  melakukan  perhitungan  debit  air  limbah,  serta  belum
melakukan pencatatan debit harian air limbah;

4. Beberapa parameter yang melebihi baku mutu, yang khususnya
untuk parameter “Residu Terlarut (TDS)” dan pH;

5. Belum melakukan pengelolaan limbah domestik;
6. Waktu pemantauan kualitas udara ambien untuk parameter debu

(TSP) dilakukan selama 1 jam.

PT  Sarana  Abadi  Lestari,  telah  melakukan  pembenahan  dan
perbaikan  dengan  menyampaikan  Progres  Sanksi  Administratif
bersama Surat Direktur Utama PT Sarana Abadi Lestari Nomor: 092/
SAL/III/2022 perihal Penyampaian Progress Administratif.
Adapun pelaksanaan pembenahan dan perbaikan oleh  PT Sarana
Abadi Lestari, adalah sebagai berikut :

1. Belum  memiliki Izin Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan
Beracun untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya
dan Beracun (Limbah B3).
Pelaksanaan  Kegiatan  Pengumpulan  Limbah  B3  yang  akan
dikerjasamakan bersama PT Sarana Palaran Lestari,  yang telah
memperoleh  Persetujuan  Teknis  Pengumpulan  Limbah  B3
berdasarkan  Surat  Kepala  Dinas  Lingkungan  Hidup  Nomor:
660.2/334/B.II.2/DLH/2022  Hal  Persetujuan  Teknis  di  Bidang
Pengelolaan Limbah B3 untuk Kegiatan Pengumpulan Limbah B3
PT Sarana Palaran Lestari.

2. 6 (enam) titik penaatan belum dipasang alat ukur debit/laju alir
air limbah;
- Telah  dilakukan  pemasangan  alat  ukur  debit/laju  alir  air

limbah.

   

3. Belum  melakukan  perhitungan  debit  air  limbah,  serta  belum
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melakukan pencatatan debit harian air limbah;
- Telah melakukan perhitungan debit  air  limbah berdasarkan

Surat  Kepala  Dinas  Lingkungan Hidup Provinsi  Kalimantan
Timur  Nomor :  660.2/227/B.III.2/DLH/2022  perihal
Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah untuk
Pembuangan Air Limbah ke Badan Air Permukaan.

4. Beberapa parameter yang melebihi baku mutu, yang khususnya
untuk parameter “Residu Terlarut (TDS)” dan pH;
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- Telah dilakukan optimalisasi unit IPAL. Adapun hasil uji air
limbah.

5. Belum melakukan pengelolaan limbah domestik;
- Secara  administrasi  telah  memiliki  Persetujuan  Teknis

berdasarkan Surat Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi
Kalimantan  Timur  Nomor:  660.2/227/B.III.2/DLH/2022
perihal  Persetujuan  Teknis  Pemenuhan  Baku  Mutu  Air
Limbah  untuk  Pembuangan  Air  Limbah  ke  Badan  Air
Permukaan

- Adapun  untuk  unit  IPAL  domestik,  telah  selesai  dilakukan
kegiatan konstruksi, dan sedang dalam tahap uji coba, guna
memperoleh Surat Kelayakan Operasional (SLO).

6. Waktu pemantauan kualitas udara ambien untuk parameter debu
(TSP) dilakukan selama 1 jam.
- Telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien untuk

parameter debu (TSP) dilakukan selama 24 jam.

- Melakukan  perbaikan  terhadap  matriks  (RPL)  yaitu
melakukan  pemantauan  kualitas  udara  ambien  untuk
parameter debu (TSP) dengan waktu pengukuran adalah 24
jam.

C. Layout PT. Sarana Abadi Lestari
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D. Layout Tempat Penyimpanan Limbah B3 PT. Sarana Abadi Lestari.

KEEMPAT :
PT.  Sarana  Abadi  Lestari  dalam  melaksanakan  kegiatannya  harus
memenuhi Persetujuan Teknis yaitu :
1. Standar Teknis baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah

B3, dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;
2. Standar  Kompetensi  sumber  daya  manusia  terkait  baku  mutu
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lingkungan hidup,  Pengelolaan Limbah B3,  dan analisis  mengenai
dampak lalu lintas;

3. Sistem Manajemen lingkungan.

KELIMA : Persyaratan  penanggung  jawab  Usaha  dan/atau  Kegiatan  untuk
memenuhi komitmen Persetujuan Teknis sebelum operasi terkait dengan
lingkup Persetujuan Teknis.

KEENAM : Kewajiban  penanggung  jawab  Usaha  dan/atau  Kegiatan,  yang  terdiri
atas: 
1. Memenuhi  ketentuan  sesuai  dengan  dokumen  RKL-RPL

(Lampiran I);
2. Memenuhi  ketentuan  peraturan  perundang-undangan  di  bidang

perlindungan  dan  Pengelolaan  Lingkungan  Hidup  (sebagaimana
tercantum dalam Lampiran II : Persetujuan Teknis Pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah untuk Pemanfaatan air limbah dan Lampiran III :
Persetujuan  Teknis  Pemenuhan  Baku  Mutu  Untuk  Pembuangan
Emisi ke Udara Ambien,  Lampiran IV : Rincian Teknis Penyimpanan
LB3;

3. Memenuhi  kewajiban  pada  Persetujuan  Teknis  pasca  verifikasi
pemenuhan baku mutu lingkungan hidup, pengelolaan limbah B3,
dan/atau analisis mengenai dampak lalu lintas;

4. Menyiapkan dana penjaminan untuk pemulihan fungsi lingkungan
hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Melakukan pengelolaan Limbah NonB3  sesuai rincian pengelolaan
yang termuat dalam dokumen RKL-RPL;

6. Menyampaikan  laporan  pelaksanaan  persyaratan  dan  kewajiban
Perizinan Berusaha terkait Persetujuan Lingkungan secara berkala
setiap 6 (enam) bulan sekali;

7. Mengajukan  permohonan  perubahan  Persetujuan  Lingkungan
apabila direncanakan untuk melakukan perubahan Usaha dan/atau
Kegiatan;

8. Melakukan  audit  lingkungan  pada  tahapan  pasca  operasi  untuk
memastikan  kewajiban  telah  dilaksanakan  dalam  rangka
pengakhiran  kewajiban  pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan
hidup;

9. Kewajiban  lain  yang  ditetapkan  oleh  Menteri,  Gubernur,  atau
Bupati/Walikota  sesuai  dengan  kewenangannya  berdasarkan
kepentingan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

KETUJUH : Selain  kewajiban  sebagaimana  dimaksud  dalam  diktum  KEENAM,
PT. Sarana Abadi Lestari dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta
1. Rencana perubahannya  harus  sesuai  peraturan  perundang-

undangan, ketentuan, dan kebijakan yang berlaku dari Pemerintah
Pusat, Prov. Kaltim, dan Kota Samarinda yang berlaku;

2. Bila lokasi  rencana  kegiatan  ini  tumpang  tindih  dan/atau
berbatasan  dengan  kegiatan  pihak  lain,  maka  harus  dilakukan
koordinasi, kerjasama dan penyelesaian, sehingga lokasi  clear and
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clean sebelum kegiatan dilaksanakan;
3. Bila lokasi  rencana  kegiatan  ini berbatasan  dengan  kawasan

lindung, maka harus diberi  buffer zone atau dilakukan pengelolaan
sesuai peraturan/ketentuan yang berlaku.

4. Pelaku Usaha  (Penanggung  jawab  kegiatan)  wajib  melaporkan
pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan  dari  kegiatan  dimaksud
dalam laporan  pelaksanaan Persetujuan lingkungan/ pelaksanaan
matrik  pengelolaan  dan  pemantauan  lingkungan  hidup  setiap
semester kepada Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Prov. Kaltim, dan
instansi teknis terkait lainnya baik di pusat dan daerah.

5. Apabila PT.  Sarana   Abadi  Lestari  berencana  untuk  melakukan
perubahan usaha dan/atau kegiatan, yang terlingkup di dalam pasal
89  ayat  (2)  Peraturan  Pemerintah  Nomor  22  tahun 2021  tentang
Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,
maka  PT.  Sarana   Abadi  Lestari  wajib  mengajukan  permohonan
Perubahan  Persetujuan  Pemerintah  sesuai  dengan  ketentuan
peraturan perundang-undangan

6. Dalam melaksanakan kegiatannya,  PT. Sarana  Abadi Lestari wajib
memperhatikan:

a. Melakukan  sosialisasi  secara  intensif  pada  setiap  tahapan
kegiatan  dengan  pihak  terkait  dengan  melibatkan  pemerintah
kota/kecamatan/ kelurahan;

b. Dampak limbah padat dan LB3 yang dihasilkan.
c. Keberadaan kegiatan lain di sekitar lokasi kegiatan.
d. Keberadaan masyarakat disekitar lokasi kegiatan;
e. Dampak Penurunan kualitas udara;
f. Dampak  Mobilisasi  usaha  dan/atau  kegiatan  sesuai  dengan

mekanisme peraturan yang berlaku dan dikoordinasikan dengan
instansi terkait;

g. Ceceran limbah B3 yang dihasilkan.
h. Peraturan  Pemerintah  RI  Nomor  :  31  Tahun  2021  tentang

Penyelenggaraan Bidang Pelayaran;
i. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor : PM 50 tahun 2021

tentang Penyelenggaraan Pelabuhan Laut.
j. Permen  LHK  Nomor  6  tahun  2021  tentang  Tata  Cara  dan

Persyaratan Pengelolaan LB3.
7. Tidak berbenturan dengan kepentingan pertahanan keamanan;
8. Kemampuan PT. Sarana  Abadi Lestari dan/atau pihak terkait yang

bertanggung  jawab  dalam menanggulangi  dampak  penting  negatif
yang  akan  ditimbulkan  dari  usaha  dan/atau  kegiatan  yang
direncanakan dengan pendekatan teknologi, sosial dan kelembagaan;

9. Rencana usaha  dan/atau  kegiatan  tidak  mengganggu  nilai-nilai
sosial atau pandangan masyarakat (emicview);

10. Rencana usaha  dan/atau  kegiatan  tidak  akan  mempengaruhi
dan/atau menggangu entitas ekologis;

11. Rencana usaha  dan/atau  kegiatan  tidak  menimbulkan  gangguan
terhadap  usaha  dan/atau  kegiatan  yang  telah  berada  di  sekitar
rencana lokasi usaha dan/atau kegiatan;

12. Tidak dilampauinya  daya  dukung  dan  daya  tampung  lingkungan
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hidup dari lokasi rencana usaha dan/atau Kegiatan;
13. Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang

dilakukan.

KEDELAPAN : Penanggung  jawab  Usaha  dan/atau  Kegiatan  dapat  dikenakan  Sanksi
Administratif apabila ditemukan pelanggaran administratif.

KESEMBILAN : Penanggung jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib  memberikan akses
kepada  Pejabat  Pengawas  Lingkungan  Hidup  untuk  melakukan
pengawasan sesuai dengan kewenangan.

KESEPULUH : Masa berlaku Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini, selama
Usaha dan/atau Kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan
atas Usaha dan/atau Kegiatan dimaksud.

KESEBELAS : Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup ini merupakan :
1. Bentuk Persetujuan Lingkungan; dan
2. Prasyarat Penerbitan Perizinan Berusaha.

KEDUABELAS : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan
apabila  dikemudian  hari  ternyata  terdapat  kekeliruan  dalam
penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan      :  di  Samarinda
pada tanggal   :  2 Desember 2022
      

0B7D4F

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Puguh Harjanto, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

Tembusan :
1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia di Jakarta;
2. Walikota  Samarinda Cq. Kepala DLH Kota Samarinda di Samarinda;
3. Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Setda Prov. Kaltim di Samarinda;
4. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda;
5. Arsip.
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LAMPIRAN I  : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI
KALIMANTAN  TIMUR  NOMOR  503/0402/LINGK/DPMPTSP/XII/2022  TANGGAL  2  Desember  2022
TENTANG  SURAT  KEPUTUSAN  KELAYAKAN  LINGKUNGAN  HIDUP ATAS  RENCANA  PERUBAHAN
PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERKAIT PERUBAHAN PENGELOLAAN DAN PEMANTAUAN LINGKUNGAN
HIDUP SERTA PENGINTEGRASIAN PERSETUJUAN TEKNIS  PEMENUHAN BAKU MUTU AIR LIMBAH
DAN  PEMENUHAN  BAKU  MUTU  EMISI  UDARA  AMBIEN  KE  DALAM  DOKUMEN  LINGKUNGAN  PT.
SARANA ABADI LESTARI YANG BERLOKASI DI KELURAHAN RAWA MAKMUR KECAMATAN PALARAN
KOTA SAMARINDA PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

A.  Matriks Rencana Pengelolaan Lingkungan Hidup (RKL) 

No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Dampak Penting yang Dikelola (Hasil Arahan Pengelolaan pada Andal, serta Addendum Andal dan RKL-RPL)

A. Tahap Prakonstruksi

A1. Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi

1) Adanya Peluang     Pekerjaan dan Berusaha  

Terciptanya 
peluang kerja 
dan berusaha 
bagi penduduk
di sekitar 
lokasi rencana 
kegiatan 
pengembangan
industri PT 
SAL.

Kegiatan 
mobilisasi tenaga 
kerja.

Jumlah dan proporsi 
tenaga kerja dari 
penduduk sekitar yang 
dikaryakan pada 
kegiatan pengembangan
industri PT SAL.

a. Bekerjasama dengan Dinas 
Tenaga Kerja Kota Samarinda 
dalam proses penerimaan 
tenaga kerja;

b. Memasang pengumuman di 
kantor kelurahan dan kantor 
kecamatan tentang penerimaan
tenaga kerja untuk konstruksi 
PT SAL;

c. Memprioritaskan penerimaan 
tenaga kerja yang berasal dari 
penduduk lokal;

d. Menginformasikan jumlah, 
jenis, klasifikasi dan keahlian 

a. Kantor PT 
SAL;

b. Masyarakat 
wilayah 
studi (RT. 
10, 11, dan 
12 
Kelurahan 
Rawa 
Makmur);

c. Disnaker 
Kota 
Samarinda.

Selama 
berlangsungnya
kegiatan 
mobilisasi 
tenaga kerja 
oleh PT SAL 
dan kontraktor 
pelaksana.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor Pelaksana.

Pengawas
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

 Penerima Laporan

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

tenaga kerja yang dibutuhkan;
e. Mengumumkan hasil 

penerimaan tenaga kerja di 
kantor kelurahan dan kantor 
kecamatan;

f. Memberikan pendidikan dan 
pelatihan kepada tenaga kerja 
lokal untuk meningkatkan 
keterampilan dan keahlian 
sesuai dengan tingkat 
pendidikannya;

g. Melaksanakan hak dan 
kewajiban pekerjaan konstruksi
bersama tenaga kerja 
konstruksi berdasarkan 
kontrak kerja bersama yang 
mengacu pada Peraturan 
Perundang-Undangan 
Ketenagakerjaan yang berlaku;

h. Memberikan kesempatan 
kepada masyarakat lokal untuk
membuka usaha di sekitar 
lokasi kegiatan

i. Bekerja sama dengan 
pengusaha lokal dalam 
pengadaan material yang 
dibutuhkan.

a. Disnaker Kota 
Samarinda;

b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

2) Meningkatnya Pendapatan Masyarakat  

Meningkatnya 
pendapatan 
masyarakat.

Dampak lanjutan
dari 
meningkatnya 
kesempatan kerja
dan berusaha 
akibat 

Peningkatan 
pendapatan bagi 
masyarakat sekitar baik 
dari penerimaan tenaga 
kerja maupun peluang 
berusaha, lebih besar 

a. Melaksanakan hak dan 
kewajiban pekerjaan konstruksi
bersama tenaga kerja 
konstruksi berdasarkan 
kontrak kerja bersama yang 
mengacu pada Peraturan 

a. Kantor PT 
SAL;

b. Masyarakat 
wilayah 
studi (RT. 
10, 11, dan 

Selama 
berlangsungnya
tahap 
konstruksi.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor Pelaksana.

 Pengawas
a. Disnaker Kota 
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

penerimaan 
tenaga kerja 
konstruksi.

dari rona awalnya. Perundang-Undangan 
Ketenagakerjaan yang berlaku;

b. Memberikan upah sesuai 
dengan Upah Minimum 
Sektoral Kota Samarinda untuk
tahun berjalan.

12 
Kelurahan 
Rawa 
Makmur).

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

A2. Mobilisasi Peralatan dan Material

1) Terganggunya Lalu Lintas Perairan  

Munculnya 
gangguan 
kelancaran lalu
lintas perairan 
sungai 
Mahakam pada
lokasi kegiatan
proyek.

Manuver 
kedatangan dan 
keberangkatan 
unit LCT, ponton,
atau pengangkut 
alat berat dan 
material lainnya 
pada lokasi 
proyek.

Intensitas dan frekuensi
gangguan pelayaran di 
perairan Sungai 
Mahakam pada zona 
kegiatan proyek.

a. Mensosialisasikan kepada 
masyarakat sekitar tentang 
rencana mobilisasi peralatan 
dan material;

b. Pengaturan waktu dalam 
pelaksanaan mobilisasi 
khususnya pada saat frekuensi 
lalu lintas perairan 
menurun/rendah;

c. Memasang rambu-rambu lalu 
lintas perairan atau papan 
pengumuman di sekitar zona 
manuver kapal-kapal 
pengangkut alat berat yang 
penempatannya mudah 
terlihat;

d. Bekerja sama dengan pihak 

Jalur 
pelayaran 
yang menjadi 
jalur 
mobilisasi 
peralatan dan
material.

Selama 
berlangsungnya
kegiatan 
mobilisasi 
peralatan dan 
material.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor Pelaksana.

 Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

terkait (Kantor Syahbandar dan
Otoritas Pelabuhan, dan Dinas 
Perhubungan Provinsi 
Kalimantan Timur) untuk 
melakukan pengawalan pada 
proses mobilisasi.

d. Disperindagkop UKM 
Prov. Kaltim;

e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

b. Tidak terjadinya 
gangguan lalu lintas 
perairan pada saat 
kegiatan mobilisasi 
peralatan dan material 
(Kondisi tahun 2019).

a. Memberikan penerangan yang 
cukup di lokasi pelabuhan 
pada malam hari yang juga 
berfungsi sebagai rambu rambu
navigasi saat malam hari;

b. Pengaturan jadwal kedatangan 
kapal seefisien mungkin untuk 
menghindari terjadinya 
penumpukan/antrian kapal di 
lokasi dermaga;

c. Menyiapkan petugas di 
lapangan untuk mengatur 
kelancaran lalu lintas perairan 
di lokasi kegiatan;

d. Membuat SOP mengenai tata 
cara kegiatan bongkar dan 
muat yang aman bagi perairan 
sekitar;

e. Bekerja sama dengan pihak 
terkait (Kantor Syahbandar dan
Otoritas Pelabuhan, dan Dinas 
Perhubungan Provinsi 
Kalimantan Timur) untuk 
melakukan pengawalan pada 
proses mobilisasi.

B. Tahap Konstruksi

Tidak ada DPH.
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

C. Tahap Pascakonstruksi

C1. Demobilisasi Peralatan dan Material

1) Terganggunya Lalu Lintas Perairan  

Munculnya 
gangguan 
kelancaran lalu
lintas perairan 
sungai 
Mahakam pada
lokasi kegiatan
proyek.

Manuver 
kedatangan dan 
keberangkatan 
unit LCT, ponton,
atau pengangkut 
alat berat lainnya
pada lokasi 
proyek.

Intensitas dan frekuensi
gangguan pelayaran di 
perairan sungai 
Mahakam pada zona 
kegiatan proyek.

a. Mensosialisasikan kepada 
masyarakat sekitar tentang 
rencana demobilisasi peralatan 
dan material;

b. Pengaturan waktu dalam 
pelaksanaan demobilisasi 
khususnya pada saat frekuensi 
lalu lintas perairan 
menurun/rendah.

c. Memasang rambu-rambu lalu 
lintas perairan atau papan 
pengumuman di sekitar zona 
manuver kapal-kapal 
pengangkut alat berat yang 
penempatannya mudah 
terlihat.

d. Bekerja sama dengan pihak 
terkait (Dinas Perhubungan 
Kota Samarinda) untuk 
melakukan pengawalan pada 
proses demobilisasi.

Jalur 
pelayaran 
yang menjadi 
jalur 
mobilisasi 
peralatan dan
material.

Selama 
berlangsungnya
kegiatan 
mobilisasi 
peralatan dan 
material.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor Pelaksana.

 Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

Demobilisasi 
peralatan

Tidak terjadinya 
gangguan lalu lintas 
perairan pada saat 
kegiatan mobilisasi 
peralatan dan material 
(Kondisi tahun 2019).

a. Memberikan penerangan yang 
cukup di lokasi pelabuhan 
pada malam hari yang juga 
berfungsi sebagai rambu rambu
navigasi saat malam hari;

b. Pengaturan jadwal kedatangan 
kapal seefisien mungkin untuk 
menghindari terjadinya 
penumpukan/antrian kapal di 
lokasi dermaga;
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

c. Menyiapkan petugas di 
lapangan untuk mengatur 
kelancaran lalu lintas perairan 
di lokasi kegiatan;

d. Membuat SOP mengenai tata 
cara kegiatan bongkar dan 
muat yang aman bagi perairan 
sekitar;
Bekerja sama dengan pihak 
terkait (Kantor Syahbandar dan
Otoritas Pelabuhan, dan Dinas 
Perhubungan Provinsi 
Kalimantan Timur) untuk 
melakukan pengawalan pada 
proses mobilisasi.

C2. Demobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi

1) Hilangnya Lapangan Pekerjaan  

Hilangnya 
peluang kerja 
bagi penduduk
lokal di sekitar 
lokasi rencana 
kegiatan 
pengembang 
an industri PT 
SAL.

Kegiatan 
demobilisasi 
tenaga kerja.

Jumlah dan proporsi 
tenaga kerja lokal yang 
didemobilisasi / diPHK 
pada kegiatan 
pengembangan industri 
PT SAL.

a. Mensosialisasikan kepada 
tenaga kerja sebelumnya agar 
para pekerja dapat 
mempersiapkan diri;

b. bMemberikan pesangon kepada
para pekerja sesuai dengan 
peraturan yang berlaku;

c. Menyeleksi / menjaring tenaga 
kerja yang prospektif untuk. 
dikaryakan pada kegiatan PT 
SAL berikutnya.

a. Kantor PT 
SAL;

b. Masyarakat 
wilayah 
studi (RT. 
10, 11, dan 
12 
Kelurahan 
Rawa 
Makmur);

c. Disnaker 
Kota 
Samarinda.

Saat 
berlangsungnya
kegiatan 
demobilisasi 
tenaga kerja 
konstruksi oleh
PT SAL.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor Pelaksana.

 Pengawas
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
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Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

c. Disperindagkop UKM 
Prov. Kaltim;

d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

C3. Penerimaan Tenaga Kerja Operasional

1) Adanya Peluang Pekerjaan dan Berusaha  

Terciptanya 
peluang kerja 
bagi penduduk
lokal di sekitar 
lokasi rencana 
kegiatan 
pengembangan
industri PT 
SAL.

a. Kegiatan 
penerimaan 
tenaga kerja 
operasi;

b. Berkembangnya
unit-unit 
masyarakat 
akibat adanya 
aktivitas 
kegiatan 
pengembangan 
industri PT SAL.

a. Jumlah dan proporsi 
tenaga kerja lokal yang
dikaryakan pada 
kegiatan 
pengembangan 
industri PT SAL;

b. Jenis dan volume 
usaha masyarakat 
yang terkait dengan 
kegiatan operasional 
PT SAL.

a. Bekerjasama dengan Dinas 
Tenaga Kerja Kota Samarinda 
dalam proses penerimaan 
tenaga kerja;

b. Memasang pengumuman di 
kantor kelurahan dan kantor 
kecamatan tentang penerimaan
tenaga kerja untuk operasi;

c. Memprioritaskan penerimaan 
tenaga kerja yang berasal dari 
penduduk lokal;

d. Menginformasikan jumlah, 
jenis, klasifikasi dan keahlian 
tenaga kerja yang dibutuhkan;

e. Mengumumkan hasil 
penerimaan tenaga kerja di 
kantor kelurahan dan kantor 
kecamatan;

f. Memberikan pendidikan dan 
pelatihan kepada tenaga kerja 
lokal untuk meningkatkan 
keterampilan dan keahlian 
sesuai dengan tingkat 
pendidikannya;

g. Melaksanakan hak dan 
kewajiban pekerjaan konstruksi

a. Kantor PT 
SAL;

b. Kantor 
tenant di 
kawasan PT 
SAL;

c. Masyarakat 
wilayah 
studi (RT. 
10, 11, dan 
12 
Kelurahan 
Rawa 
Makmur);

d. Disnaker 
Kota 
Samarinda.

Selama 
beroperasinya 
PT SAL dan 
tenant di 
kawasan PT 
SAL.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.
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Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

bersama tenaga kerja 
konstruksi berdasarkan 
kontrak kerja bersama yang 
mengacu pada Peraturan 
Perundang-Undangan 
Ketenagakerjaan yang berlaku;

h. Memberikan kesempatan 
kepada masyarakat lokal untuk
membuka usaha di sekitar 
lokasi kegiatan;

i. Memberikan akses pasar bagi 
pelaku usaha setempat dalam 
pemenuhan kebutuhan pokok 
para karyawan;

j. Memberikan pengarahan yang 
arif dan bijaksana kepada para 
pelaku saha setempat yang 
terlibat tentang resiko bahaya 
dari operasional proyek serta 
ikut menjaga kebersihan 
lingkungan.

2) Meningkatnya Pendapatan Masyarakat  

Meningkatnya 
pendapatan 
masyarakat.

Dampak lanjutan
dari 
meningkatnya 
kesempatan kerja
dan berusaha 
akibat 
penerimaan 
tenaga kerja 
konstruksi.

Peningkatan 
pendapatan bagi 
masyarakat sekitar baik 
dari penerimaan tenaga 
kerja maupun peluang 
berusaha, lebih besar 
dari rona awalnya.

a. Melaksanakan hak dan 
kewajiban pekerjaan konstruksi
bersama tenaga kerja 
konstruksi berdasarkan 
kontrak kerja bersama yang 
mengacu pada Peraturan 
Perundang-Undangan 
Ketenagakerjaan yang berlaku;

b. Memberikan upah sesuai 
dengan Upah Minimum 
Sektoral Kota Samarinda untuk
tahun berjalan;

a. Kantor PT 
SAL;

b. Kantor 
tenant di 
kawasan PT 
SAL;

c. Masyarakat 
wilayah 
studi (RT. 
10, 11, dan 
12 
Kelurahan 

Selama 
beroperasinya 
PT SAL dan 
tenant di 
kawasan PT 
SAL.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

c. Memberikan kesempatan 
kepada masyarakat lokal untuk
membuka usaha di sekitar 
lokasi kegiatan;

d. Memberikan akses pasar bagi 
pelaku usaha setempat dalam 
pemenuhan kebutuhan pokok 
para karyawan.

Rawa 
Makmur).

e. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

D. Tahap Operasi

D1. Operasional Pelabuhan dan Gudang

1) Terganggunya Lalu Lintas Perairan  

Munculnya 
gangguan 
kelancaran lalu
lintas perairan 
Sungai 
Mahakam di 
sekitar proyek.

Manuver 
kedatangan dan 
keberangkatan 
unit speed boat, 
LCT, ponton, tug 
boat atau alat 
transportasi 
perairan lainnya 
pada zona 
perairan lokasi 
proyek.

Intensitas dan frekuensi
gangguan pelayaran di 
perairan sungai 
Mahakam pada zona 
perairan lokasi proyek.

a. Membuat SOP mengenai tata 
cara kegiatan bongkar dan 
muat yang aman bagi perairan 
sekitar;

b. Pengaturan jadwal kedatangan 
kapal seefisien mungkin untuk 
menghindari terjadinya 
penumpukan / antrian kapal di
lokasi dermaga;

c. Memasang rambu- rambu 
navigasi sesuai ketentuan 
peraturan yang berlaku;

d. Mempertahankan dan/atau 
menyesuaikan kedalaman 
sungai pada zona 
pelabuhan/kolam pelabuhan 
PT SAL untuk menjaga 
kelancaran manuver-manuver 
transportasi perairan pada 
pelabuhan PT SAL;

e. Memberikan penerangan yang 

Perairan 
Sungai 
Mahakam 
pada zona 
perairan 
sekitar lokasi 
proyek.

Selama 
beroperasinya 
PT SAL dan 
tenant di 
kawasan PT 
SAL.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL

Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

cukup di lokasi pelabuhan 
pada malam hari yang juga 
berfungsi sebagai rambu 
navigasi saat malam hari;

f. Melakukan koordinasi dengan 
Kantor Syahbandar dan 
Otoritas Pelabuhan, dan Dinas 
Perhubungan Provinsi 
Kalimantan Timur dalam 
pengawasan dan pembinaan 
operasional pelabuhan

f. KLHK RI.

2) Resiko Keselamatan Masyarakat  

Munculnya 
resiko 
keselamatan 
jiwa 
masyarakat 
yang 
melakukan 
aktivitas lalu 
lintas pada 
zona perairan 
sekitar lokasi 
proyek.

Manuver 
kedatangan dan 
keberangkatan 
unit speed boat, 
LCT, ponton, tug 
boat atau alat 
transportasi 
perairan lainnya 
pada zona 
perairan lokasi 
proyek.

Terjadinya kecelakaan 
lalu lintas perairan yang
membahayakan 
keselamatan jiwa 
masyarakat.

a. Memberikan penerangan yang 
cukup pada malam hari di 
lokasi pelabuhan yang juga 
berfungsi sebagai rambu 
navigasi terutama pada malam 
hari dan saat cuaca buruk 
(hujan lebat);

b. Memasang rambu-rambu 
navigasi sesuai ketentuan pada 
lokasi-lokasi yang strategis;

c. Mempertahankan kedalaman 
sungai pada zona pelabuhan / 
kolam pelabuhan PT SAL untuk
menjaga kelancaran manuver-
manuver transportasi perairan 
pada pelabuhan PT SAL;

d. Menyediakan unit reaksi cepat 
(tanggap darurat) berupa unit 
speed boat atau perahu motor 
cepat yang dilengkapi dengan 
segala perlengkapan 
keselamatan kecelakaan 

Perairan 
Sungai 
Mahakam 
pada zona 
perairan 
sekitar lokasi 
proyek.

Selama 
berlangsung 
nya kegiatan 
operasional 
pelabuhan dan 
gudang.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Dishub Prov. Kaltim;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Dishub Prov. Kaltim;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

perairan dan personil yang 
terlatihuntuk menanggulangi 
kemungkinan terjadinya 
kecelakaan lalu lintas perairan;

e. Bekerja sama dengan Dinas 
Perhubungan dalam 
pembinaan dan pelatihan 
penanganan lalulintas perairan.

3) Penurunan Kualitas Air Sungai Mahakam  

Terjadinya 
pencemaran 
badan air 
sungai 
Mahakam di 
sekitar lokasi 
proyek.

a. Ceceran minyak 
(BBM & 
pelumas bekas) 
dari aktivitas 
kapal/tugboat /
LCT di lokasi 
pelabuhan;

b. Limbah padat 
domestik dari 
aktivitas ABK di 
lokasi 
pelabuhan. 
Ceceran bahan 
pada saat 
berlangsungnya 
bongkar muat di
lokasi 
pelabuhan;

c. Limbah padat 
domestik dari 
aktivitas 
gudang.

Tidak terlampauinya 
baku mutu parameter 
kunci PT SAL terhadap 
kualitas air Sungai 
Mahakam (Kelas I) 
berdasar Lamp. VI PP No.
22 Tahun 2021, meliputi 
parameter :
a. Temperatur = Dev.3 °C;
b. TDS ≤ 1.000 mg/L;
c. TSS ≤ 40 mg/L;
d. pH = 6-9;
e. BOD ≤ 2 mg/L;
f. COD ≤ 10 mg/L;
g. Amoniak ≤ 0,1 mg/L;
h. H2S ≤ 0,002 mg/L;
i. Minyak dan Lemak ≤ 1 

mg/L;
j. Fenol ≤ 0,002 mg/L;
k. Total Coliform ≤ 1.000 

MPN/100ml.

a. Melakukan kegiatan bongkar 
muat di pelabuhan dengan cara
hati-hati sehingga menghindari 
terjadinya jatuhan material 
atau limbah pada badan 
perairan di sekitar lokasi 
proyek;

b. Memasang plang larangan 
membuang sampah dan 
menyediakan tempat 
pembuangan sampah limbah 
padat maupun cair sesuai 
dengan pengelompokannya 
yang kemudian diangkut ke 
TPA untuk menghindari 
terjadinya ceceran limbah pada 
badan perairan;

c. Untuk kemasan bahan kimia, 
hindari kerusakan kemasan 
tempat menampung atau 
menyimpan bahan kimia 
tersebut;

d. Untuk menanggulangi apabila 
terjadi ceceran limbah cair pada
perairan berupa minyak 

Zona perairan
sekitar lokasi 
pelabuhan
PT SAL.

selama 
kegiatan 
operasional 
pelabuhan dan 
gudang 
berlangsung.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

dilakukan dengan segera 
menggunakan oil boom lalu 
menyedot limbah cair tersebut 
dengan menggunakan pompa 
dan melokalisirnya pada drum 
penyimpanan sementara dan 
diberi label limbah B3, untuk 
disimpan di TP LB3. Dan bila 
terjadi ceceran pada lantai 
pelabuhan atau gudang 
ditaburi dengan pasir agar lebih
mudah dilokalisisr, lalu 
disimpan sementara dalam 
wadah di TP LB3.

4) Terganggunya Biota Perairan  

Terjadinya 
penurunan 
kualitas dan 
kuantitas biota
perairan 
sungai 
Mahakam di 
sekitar lokasi 
proyek.

kualitas air 
permukaan yang 
disebabkan oleh 
limbah cair dan 
padat dari 
kegiatan 
operasional 
pelabuhan dan 
gudang.

Struktur komunitas 
biota perairan meliputi 
plankton, benthos, dan 
nekton (mendekati 
kondisi rona awal yakni 
indeks keanekaragaman
plankton antara 1,04 – 
1,52
sedangkan untuk 
indeks keanekaragaman
benthos 0,00).

Dampak ini merupakan dampak 
turunan dari dampak 
penurunan kualitas air 
permukaan sehingga 
pengelolaan terhadap dampak 
penurunan kualitas air 
permukaan dapat tencegah 
terjadinya dampak terganggunya
habitat biota perairan ini.

Pada zona 
perairan di 
sekitar lokasi 
proyek / 
pelabuhan PT
SAL.

selama 
kegiatan 
operasional 
pelabuhan dan 
gudang 
berlangsung.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim.

D2. Operasional Tangki Timbun BBM

1) Terganggunya Lalu Lintas Perairan  
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

munculnya 
gangguan 
kelancaran lalu
lintas perairan 
Sungai 
Mahakam pada
lokasi kegiatan
proyek.

manuver 
kedatangan dan 
keberangkatan 
unit LCT, ponton,
atau pengangkut 
lumpur 
pemboran pada 
lokasi proyek.

intensitas dan frekuensi
gangguan pelayaran di 
perairan Sungai 
Mahakam pada zona 
kegiatan proyek.

a. Membuat SOP mengenai tata 
cara kegiatan bongkar dan 
muat yang aman bagi perairan 
sekitar;

b. Pengaturan jadwal kedatangan 
kapal seefisien mungkin untuk 
menghindari terjadinya 
penumpukan / antrian kapal di
lokasi dermaga;

c. Memasang rambu- rambu 
navigasi sesuai ketentuan 
peraturan yang berlaku;

d. Mempertahankan dan/atau 
menyesuaikan kedalaman 
sungai pada zona 
pelabuhan/kolam pelabuhan 
PT SAL untuk menjaga 
kelancaran manuver-manuver 
transportasi perairan pada 
pelabuhan PT SAL;

e. Memberikan penerangan yang 
cukup di lokasi pelabuhan 
pada malam hari yang juga 
berfungsi sebagai rambu 
navigasi saat malam hari;

f. Melakukan koordinasi dengan 
Kantor Syahbandar dan 
Otoritas Pelabuhan, dan Dinas 
Perhubungan Provinsi 
Kalimantan Timur dalam 
pengawasan dan pembinaan 
operasional pelabuhan.

Perairan 
Sungai 
Mahakam 
pada zona 
perairan 
sekitar lokasi 
proyek.

Selama 
beroperasinya 
PT SAL dan 
tenant di 
kawasan PT 
SAL.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL

 Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

D3. Operasional Liquid Mud Plant (LMP)

1) Terganggunya Lalu Lintas Perairan  
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"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Munculnya 
gangguan 
kelancaran lalu
lintas perairan 
Sungai 
Mahakam pada
lokasi kegiatan
proyek.

Manuver 
kedatangan dan 
keberangkatan 
unit LCT, ponton,
atau pengangkut 
lumpur 
pemboran pada 
lokasi proyek.

Intensitas dan frekuensi
gangguan pelayaran di 
perairan Sungai 
Mahakam pada zona 
kegiatan proyek.

a. Membuat SOP mengenai tata 
cara kegiatan bongkar dan 
muat yang aman bagi perairan 
sekitar;

b. Pengaturan jadwal kedatangan 
kapal seefisien mungkin untuk 
menghindari terjadinya 
penumpukan / antrian kapal di
lokasi dermaga;

c. Memasang rambu- rambu 
navigasi sesuai ketentuan 
peraturan yang berlaku;

d. Mempertahankan dan/atau 
menyesuaikan kedalaman 
sungai pada zona 
pelabuhan/kolam pelabuhan 
PT SAL untuk menjaga 
kelancaran manuver-manuver 
transportasi perairan pada 
pelabuhan PT SAL;

e. Memberikan penerangan yang 
cukup di lokasi pelabuhan 
pada malam hari yang juga 
berfungsi sebagai rambu 
navigasi saat malam hari;

f. Melakukan koordinasi dengan 
Kantor Syahbandar dan 
Otoritas Pelabuhan, dan Dinas 
Perhubungan Provinsi 
Kalimantan Timur dalam 
pengawasan dan pembinaan 
operasional pelabuhan.

Perairan 
Sungai 
Mahakam 
pada zona 
perairan 
sekitar lokasi 
proyek.

Selama 
beroperasinya 
PT SAL dan 
tenant di 
kawasan PT 
SAL.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL

 Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

2) Penurunan Kualitas Udara Ambien  

Terjadinya Emisi dari alat- Kualitas udara ambien a. Memeriksa secara rutin / Areal unit Selama  Pelaksana

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

penurunan 
kualitas udara 
ambien akibat 
peningkatan 
kandungan 
debu dan 
adanya sumber
emisi dari 
mesin- mesin 
pada kegiatan 
opersional 
LMP.

alat yang 
digunakan, 
tebaran debu 
bahan penyusun 
LMP pada udara 
sekitar kawasan 
unit LMP.

tidak melampaui baku 
mutu kualitas udara 
ambien berdasarkan 
Lamp. VII PP No. 22 
Tahun 2021, meliputi:

a. SO2 ≤ 150 µg/m3;
b. CO ≤ 10.000 µg/m3;
c. NO2 ≤ 200 µg/m3;

d. TSP ≤ 230 µg/m3.

merawat alat-alat yang 
digunakan pada operasional 
LMP ini agar bekerja optimal 
sehingga resiko emisi berlebih 
dapat dimimalisir;

b. Melakukan kegiatan cutting 
and mixing sesuai dengan SOP,
antara lain menyalakan dan 
merawat unit dust collector 
pada saat melakukan pekerjaan
yang bersentuhan dengan 
bahan-bahan yang bersifat 
padatan lepas (debu);

c. Melakukan penanaman dan 
perawatan vegetasi yang 
berperan selain sebagai sound 
barrier juga untuk menyerap 
sebagian emisi yang 
dikeluarkan oleh alat-alat LMP, 
serta sebagai sarana produksi 
oksigen dan estetika;

d. Memastikan unit genset 
(sumber emisi) serta unit diesel 
dan unit dust collector 
beroperasi dan dilakukan 
perawatan dengan baik sesuai 
manual book, dan memastikan 
knalpot tidak bocor;

e. Merawat rumah genset, 
memastikan sirkulasi udara 
baik, dan melaksanakan tata 
graha (housekeeping) yang 
baik.

LMP. berlangsung 
nya kegiatan 
operasional 
LMP.

a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI

D4. Operasional Cement Bulk Plant

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

1) Terganggunya Lalu Lintas Perairan  

Munculnya 
gangguan 
kelancaran lalu
lintas perairan 
Sungai 
Mahakam pada
lokasi kegiatan
proyek.

Manuver 
kedatangan dan 
keberangkatan 
unit LCT, ponton,
atau pengangkut 
lumpur 
pemboran pada 
lokasi proyek.

Intensitas dan frekuensi
gangguan pelayaran di 
perairan Sungai 
Mahakam pada zona 
kegiatan proyek.

a. Membuat SOP mengenai tata 
cara kegiatan bongkar dan 
muat yang aman bagi perairan 
sekitar;

b. Pengaturan jadwal kedatangan 
kapal seefisien mungkin untuk 
menghindari terjadinya 
penumpukan / antrian kapal di
lokasi dermaga;

c. Memasang rambu- rambu 
navigasi sesuai ketentuan 
peraturan yang berlaku;

d. Mempertahankan dan/atau 
menyesuaikan kedalaman 
sungai pada zona 
pelabuhan/kolam pelabuhan 
PT SAL untuk menjaga 
kelancaran manuver-manuver 
transportasi perairan pada 
pelabuhan PT SAL;

e. Memberikan penerangan yang 
cukup di lokasi pelabuhan 
pada malam hari yang juga 
berfungsi sebagai rambu 
navigasi saat malam hari;

f. Melakukan koordinasi dengan 
Kantor Syahbandar dan 
Otoritas Pelabuhan, dan Dinas 
Perhubungan Provinsi 
Kalimantan Timur dalam 
pengawasan dan pembinaan 
operasional pelabuhan.

Perairan 
Sungai 
Mahakam 
pada zona 
perairan 
sekitar lokasi 
proyek.

Selama 
beroperasinya 
PT SAL dan 
tenant di 
kawasan PT 
SAL.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

2) Penurunan Kualitas Udara Ambien  

    



Catatan :  
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"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Terjadinya 
penurunan 
kualitas udara 
ambien di 
sekitar 
kawasan 
Cement Bulk 
Plant.

Emisi dari alat- 
alat yang 
digunakan, 
tebaran debu dari
kegiatan cutting 
cement pada 
udara sekitar 
kawasan Cement 
Bulk Plant.

Kualitas udara ambien 
tidak melampaui baku 
mutu kualitas udara 
ambien berdasarkan 
Lamp. VII PP No. 22 
Tahun 2021, meliputi:

a. SO2 ≤ 150 µg/m3;
b. CO ≤ 10.000 µg/m3;
c. NO2 ≤ 200 µg/m3;

d. TSP ≤ 230 µg/m3.

a. Memeriksa secara rutin / 
merawat alat-alat yang 
digunakan pada operasional 
Cement Bulk Plant ini agar 
bekerja optimal sehingga resiko
emisi berlebih dapat 
dimimalisir;

b. Melakukan kegiatan sesuai 
dengan SOP, antara lain 
menyalakan unit dust collector 
pada saat melakukan pekerjaan
yang bersentuhan dengan 
bahan-bahan yang bersifat 
padatan lepas (debu);

c. Memastikan unit genset 
(sumber emisi) serta unit diesel 
dan unit dust collector 
beroperasi dan dilakukan 
perawatan dengan baik sesuai 
manual book, dan memastikan 
knalpot tidak bocor;

d. Merawat rumah genset, 
memastikan sirkulasi udara 
baik, dan melaksanakan tata 
graha (housekeeping) yang 
baik;

e. Melakukan penanaman 
vegetasi yang berperan selain 
sebagai sound barrier juga 
untuk menyerap sebagian emisi
yang dikeluarkan oleh alat-alat 
Cement Bulk Plant, serta 
sebagai sarana produksi 
oksigen dan estetika.

Areal unit 
CBP.

Selama 
berlangsung 
nya kegiatan 
operasional 
CBP.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.
Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

D5. Operasional Tubular Maintenance

1) Penurunan Kualitas Udara Ambien  

Tebaran debu 
dari kegiatan 
sand blasting 
pada udara 
sekitar 
kawasan 
tubular 
maintenance.

Terjadinya
penurunan 
kualitas udara 
ambien di sekitar 
areal operasional 
tubular 
maintnance.

Kualitas udara ambien 
tidak melampaui baku 
mutu kualitas udara 
ambien berdasarkan 
Lamp. VII PP No. 22 
Tahun 2021, meliputi:

a. SO2 ≤ 150 µg/m3;
b. CO ≤ 10.000 µg/m3;
c. NO2 ≤ 200 µg/m3;

d. TSP ≤ 230 µg/m3.

a. Melakukan kegiatan sand 
blasting sesuai dengan SOP;

b. Melokalisir pasir sisa dari 
kegiatan sand blasting pada 
tempat tertentu karung atau 
drum yang kemudian diberi 
label dan dipindahkan ke TP 
Limbah B3;

c. Memastikan unit genset 
(sumber emisi) dan unit diesel 
beroperasi dan dilakukan 
perawatan dengan baik sesuai 
manual book, dan memastikan 
knalpot tidak bocor;

d. Merawat rumah genset, 
memastikan sirkulasi udara 
baik, dan melaksanakan tata 
graha (housekeeping) yang 
baik;

e. Penyediaan dan perawatan 
terhadap vegetasi hijau di 
dalam areal PT SAL, sebagai 
sarana produksi oksigen dan 
estetika.

Areal 
operasional 
tubular 
maintnance.

Selama 
kegiatan
operasional 
tubular 
maintenance 
berlangsung.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

D6. Pengoperasian Fasilitas Dewatering

1) Penurunan Kualitas Air Sungai Mahakam  

Penurunan 
kualitas Air 
Sungai 
Mahakam

Pengoperasian 
fasilitas 
dewatering

Kualitas air limbah 
tidak melampaui baku 
mutu Lamp. 1.19b 
Perda Kaltim No. 02 
Tahun 2011, meliputi:

a. Mengecek secara berkala 
kondisi unit mesin fasilitas 
dewatering untuk menghindari 
terjadinya kebocoran;

b. Membuat dan merawat fasilitas 

Areal fasilitas 
dewatering.

Selama 
kegiatan
operasional 
dewatering 
berlangsung.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

a. COD ≤ 200 mg/L;
b. Minyak dan Lemak ≤ 

25 mg/L;
c. Sulfida Terlarut (H2S) ≤

0,5 mg/L;
d. Amonia (NH3N) ≤ 5 

mg/L;
e. Phenol Total ≤ 2 mg/L;
f. Temperatur ≤ 40°C;
g. pH = 6 – 9;
h. TDS ≤ 4.000 mg/L.

lantai dan bunwall di sekeliling 
areal fasilitas dewatering;

c. Membangun dan merawat 
fasilitas IPAL, dimana liquid 
dari hasil pemisahan 
slurry/mud diolah di IPAL;

d. Menyediakan serbuk gergaji 
dan/atau majun (used rags) 
pada tempat tertutup yang 
dipergunakan untuk menyerap 
tumpahan bahan kimia dan 
lain-lain, untuk selanjutnya 
dikelola sebagai Limbah B3;

e. Dry cutting solid dari hasil 
pemisahan slurry/mud 
diserahkan kepada pihak 
pengumpul Limbah B3.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

2) Terganggunya Biota Perairan  

Terganggunya 
habitat biota 
perairan.

Pengoperasian 
fasilitas 
dewatering.

Struktur komunitas 
biota perairan meliputi 
plankton, benthos, dan 
nekton (mendekati 
kondisi rona awal yakni 
indeks keanekaragaman
plankton antara 1,04 – 
1,52
sedangkan untuk 
indeks keanekaragaman
benthos 0,00).

Dampak ini merupakan dampak 
turunan dari dampak 
penurunan kualitas air 
permukaan sehingga 
pengelolaan terhadap dampak 
penurunan kualitas air 
permukaan dapat mencegah 
terjadinya dampak terganggunya
habitat biota perairan ini.

Areal fasilitas 
dewatering.

Selama 
kegiatan
operasional 
dewatering 
berlangsung.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

3) Terganggunya Lalu Lintas Perairan  

Terganggunya 
lalulintas 
perairan.

Pengoperasian 
fasilitas 
dewatering.

Tidak terjadinya 
gangguan lalulintas 
perairan.

a. Membuat SOP mengenai tata 
cara kegiatan bongkar dan 
muat yang aman bagi perairan 
sekitar;

b. Pengaturan jadwal kedatangan 
kapal seefisien mungkin untuk 
menghindari terjadinya 
penumpukan / antrian kapal di
lokasi dermaga;

c. Memasang rambu- rambu 
navigasi sesuai ketentuan 
peraturan yang berlaku;

d. Mempertahankan dan/atau 
menyesuaikan kedalaman 
sungai pada zona 
pelabuhan/kolam pelabuhan 
PT SAL untuk menjaga 
kelancaran manuver-manuver 
transportasi perairan pada 
pelabuhan PT SAL;

e. Memberikan penerangan yang 
cukup di lokasi pelabuhan 
pada malam hari yang juga 
berfungsi sebagai rambu 
navigasi saat malam hari;

f. Melakukan koordinasi dengan 
Kantor Syahbandar dan 
Otoritas Pelabuhan, dan Dinas 
Perhubungan Provinsi 
Kalimantan Timur dalam 
pengawasan dan pembinaan 

Perairan 
Sungai 
Mahakam 
pada zona 
perairan 
sekitar lokasi 
proyek.

Selama 
beroperasinya 
PT SAL dan 
tenant di 
kawasan PT 
SAL.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

operasional pelabuhan.
4) Resiko Keselamatan Masyarakat  

Munculnya 
resiko 
keselamatan 
masyarakat.

Pengoperasian 
fasilitas 
dewatering.

Tidak terjadinya 
kecelakaan lalulintas 
perairan.

a. Memberikan penerangan yang 
cukup pada malam hari di 
lokasi pelabuhan yang juga 
berfungsi sebagai rambu 
navigasi terutama pada malam 
hari dan saat cuaca buruk 
(hujan lebat);

b. Memasang rambu-rambu 
navigasi sesuai ketentuan pada 
lokasi-lokasi yang strategis;

c. Mempertahankan kedalaman 
sungai pada zona pelabuhan / 
kolam pelabuhan PT SAL untuk
menjaga kelancaran manuver-
manuver transportasi perairan 
pada pelabuhan PT SAL;

d. Menyediakan unit reaksi cepat 
(tanggap darurat) berupa unit 
speed boat atau perahu motor 
cepat yang dilengkapi dengan 
segala perlengkapan 
keselamatan kecelakaan 
perairan dan personil yang 
terlatih untuk menanggulangi 
kemungkinan terjadinya 
kecelakaan lalu lintas perairan;

e. Bekerja sama dengan Dinas 
Perhubungan dalam 
pembinaan dan pelatihan 
penanganan lalulintas perairan.

Perairan 
Sungai 
Mahakam 
pada zona 
perairan 
sekitar lokasi 
proyek.

Selama 
beroperasinya 
PT SAL dan 
tenant di 
kawasan PT 
SAL.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

D7. Operasional Tangki Timbun Biodiesel dan Minyak Nabati

1) Penurunan Kualitas Air Sungai Mahakam  
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Penurunan 
kualitas air 
Sungai 
Mahakam.

Limpasan air 
hujan yang 
menjadi limbah 
cair pada saat 
kegiatan 
operasional 
tangki timbun 
biodiesel dan 
minyak nabati.

a. Seluruh air limbah 
tangki timbun biodiesel
dan minyak nabati 
dikelola di unit IPAL;

b. Air limbah tidak 
melampaui baku mutu
yang dipersyaratkan 
berdasarkan Perda 
Kaltim No. 02 Tahun 
2011 (Lamp. 1.22), 
meliputi:
1.Minyak dan Lemak ≤ 

25 mg/L;
2.Karbon Organik Total

≤ 110 mg/L;
3.pH = 6 – 9.

c. Hasil pengutipan 
terhadap minyak pada 
unit oil trap, dikelola 
dan disimpan di 
tempat Penyimpanan 
Limbah B3. 

d. Sludge dari proses 
produksi dan fasilitas 
penyimpanan minyak 
bumi atau gas alam 
(A307-1) dikelola dan 
disimpan di tempat 
Penyimpanan Limbah 
B3.

a. Mengecek secara berkala 
kondisi pipa-pipa, selang-
selang, dan juga pompa- pompa
untuk menghindari terjadinya 
kebocoran;

b. Membuat saluran untuk 
menampung ceceran minyak 
atau bahan lainnya di sekitar 
tangki timbun biodiesel dan 
minyak nabati;

c. Membuat dan merawat fasilitas 
bunwall di sekeliling areal 
tangki timbun biodiesel dan 
minyak nabati;

d. Membangun dan merawat 
fasilitas oil trap untuk 
menghindari terjadinya 
pencemaran air dari kegiatan 
operasional tangki timbun;

e. Membuat sumur pantau 
disekitar lokasi kegiatan tangki 
timbun;

f. Menyediakan serbuk gergaji 
dan/atau majun pada tempat 
tertutup yang dipergunakan 
untuk menyerap tumpahan 
minyak di darat maupun dekat 
lokasi pelabuhan, untuk 
kemudian disimpan di tempat 
Penyimpanan Limbah B3 
(majun bekas);

g. Melakukan pengutipan 
terhadap minyak pada unit oil 
trap, untuk selanjutnya 
dikumpulkan dalam wadah 

Areal tangki 
timbun 
biodiesel dan 
minyak nabati
beserta oil 
trapnya.

Selama 
kegiatan 
operasional 
tangki timbun 
biodiesel dan 
minyak nabati 
berlangsung.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penurunan 
kualitas air 
sekitar.

Tidak terlampauinya 
kualitas air pada sumur
pantau.

Areal tangki 
timbun BBM 
(Biodiesel)
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

penyimpanan, untuk dikelolan 
sebagi Limbah B3 dan 
disimpan pada tempat 
Penyimpanan Limbah B3;

h. Melakukan pengerukan rutin 
terhadap sludge dari proses 

2) Terganggunya Biota Perairan  

Terjadinya 
penurunan 
kualitas dan 
kuantitas biota
perairan 
sungai 
Mahakam di 
sekitar lokasi 
proyek

Limbah cair pada 
saat kegiatan 
operasional 
tangki timbun 
minyak nabati.

Struktur komunitas 
biota perairan meliputi 
plankton, benthos, dan 
nekton (mendekati 
kondisi rona awal yakni 
indeks keanekaragaman
plankton antara 1,04 – 
1,52
sedangkan untuk 
indeks keanekaragaman
benthos 0,00).

Dampak ini merupakan dampak 
turunan dari dampak 
penurunan kualitas air 
permukaan sehingga 
pengelolaan terhadap dampak 
penurunan kualitas air 
permukaan dapat tencegah 
terjadinya dampak terganggunya
habitat biota perairan ini.

Areal tangki 
timbun 
minyak nabati
dan oil 
trapnya.

Selama 
kegiatan 
operasional 
tangki timbun 
minyak nabati 
berlangsung.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola

E. Tahap Konstruksi

E1. Mobilisasi Peralatan dan Material

1) Terganggunya Lalu Lintas Darat  

Munculnya 
gangguan lalu 
lintas darat 
pada ruas 
jalan yang 
digunakan 
tahap 
konstruksi.

Mobilisasi 
peralatan dan 
material.

Tidak terjadinya 
gangguan lalu lintas 
darat pada ruas jalan 
yang dilalui dengan 
adanya kegiatan 
mobilisasi peralatan dan
material.

Mengacu Keputusan Kepala 
Dinas Perhubungan Provinsi 
Kalimantan Timur No. 
551.3/0836/LLAJ/VII/2021 
tentang Persetujuan Hasil 
Analisis Dampak Lalu Lintas, 
antara lain:

a. Mobilisasi kendaraan dan 
material berat dilakukan di luar
jam puncak lalu lintas mulai 
pukul 21.00 – 06.00 wita, 
sehingga tidak menyebabkan 
kemacetan di bahu Jalan;

b. Melakukan pengaturan 
terhadap interval waktu 
kedatangan kendaraan truk 
pengangkut material setiap 10 
(sepuluh) menit, agar tidak 
datang secara bersamaan yang 
menyebabkan terjadi antrian di 
bahu jalan;

c. Kendaraan kecil seperti 
kendaraan pick up, mobil 
pribadi digunakan untuk 
operasional kegiatan 
konstruksi;

d. Menyediakan petugas stand by 

sepanjang 
ruas jalan 
yang dilalui 
pada kegiatan
mobilisasi 
peralatan dan
material.

Selama 
operasional 
kegiatan 
mobilisasi 
peralatan dan 
material 
berlangsung.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor Pelaksana.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Dishub Prov. Kaltim;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e.  KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Dishub Prov. Kaltim;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

untuk mengatur kendaraan 
proyek yang akan keluar dan 
masuk, serta menyediakan 
petugas pembersih roda ban 
kendaraan;

e. Menyediakan rambu 
keterangan ada pekerjaan 
konstruksi sejumlah 1 unit;

f. Langsung membersihkan 
kotoran dari ban kendaraan 
proyek apabila terjadi ceceran 
kotoran ban kendaraan di 
depan akses keluar masuk 
proyek;

g. Truk pengangkut material 
harus ditutupi terpal untuk 
mengurangi debu;

h. Seluruh kendaraan pengangkut
harus lulus uji berkala / laik 
jalan tidak over dimension dan 
over load;

i. Tidak diperkenankan 
menggunakan kendaraan 
pengangkut barang untuk 
mengangkut pekerja;

j. Untuk material dalam ukuran 
besar yang tidak mampu 
dibawa dengan truck 
berkapasitas 12 Ton, 
dilaksanakan diluar jam 
puncak lalu lintas yaitu mulai 
pukul 21.00 s/d 06.00 wita dan
pelaksanaannya wajib 
berkoordinasi terlebih dahulu 
dengan Dinas Perhubungan 
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Kota Samarinda dan 
Kepolisian;

k. Melarang kendaraan material 
berhenti ataupun parkir di 
Badan jalan dan di Jalur 
lambat;

l. Menyediakan dan memasang 
lampu penerangan jalan yang 
cukup untuk aktifitas proyek.

E2. Pembangunan Tangki Penimbunan Biodiesel dan Minyak Nabati

1) Penurunan Kualitas Udara Ambien  

Penurunan 
kualitas udara 
ambien.

Pembangunan 
tangki 
penimbunan 
biodiesel dan 
minyak nabati.

Kualitas udara ambien 
tidak melampaui baku 
mutu kualitas udara 
ambien berdasarkan 
Lamp. VII PP No. 22 
Tahun 2021, yaitu 
parameter TSP ≤ 230 
µg/m3.

a. Melakukan pemasangan barrier
proyek berupa seng di sekeliling
tapak proyek;

b. Melakukan penyiraman pada 
titik-titik yang berpotensi 
menghasilkan debu;

c. Pengaturan mobilisasi dan 
demobilisasi angkutan, serta 
melakukan pembersihan 
berupa penyapuan dan 
penyiraman pada badan jalan 
di dalam areal PT SAL (berupa 
jumlah truk yang boleh 
beroperasi dalam satu waktu 
dan pengaturan kecepatan);

d. Penyediaan dan perawatan 
terhadap vegetasi hijau di 
dalam areal PT SAL, sebagai 
sarana produksi oksigen dan 
estetika.

Lokasi 
pembangunan
tangki 
penimbunan 
biodiesel dan 
minyak 
nabati.

Selama 
kegiatan 
pembangunan 
tangki 
penimbunan 
biodiesel dan 
minyak nabati 
berlangsung.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor pelaksana.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

2) Peningkatan Kebisingan  

Peningkatan Pembangunan Tingkat kebisingan tidak a. Memastikan peralatan Lokasi Selama  Pelaksana
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

kebisingan tangki 
penimbunan 
biodiesel dan 
minyak nabati.

melampaui:
a. Baku mutu kebisingan

lingkungan 
berdasarkan Lamp. I 
KepmenLH No. 48 
Tahun 1996, bagi 
kawasan :
1. Industri ≤ 70dB(A);
2. Perumahan dan 

Pemukiman ≤ 
55dB(A).

b. NAB kebisingan 
berdasarkan Lampiran 
I (B) Permenaker No. 5 
Tahun 2018 dengan 
pajanan 8 jam ≤ 
85dBA.

konstruksi laik beroperasi dan 
telah dilakukan perawatan 
rutin;

b. Mengoperasikan alat-alat berat 
hanya pada batas- batas 
optimal (bukan pada batas 
maksimal);

c. Melaksanakan kegiatan 
konstruksi pada jam operasi 
antara lain pada pukul 07.00 – 
19.00 (tidak pada jam istirahat 
masyarakat pada umumnya);

d. Pengaturan mobilisasi dan 
demobilisasi angkutan minyak 
di dalam areal PT SAL (berupa 
jumlah truk yang boleh 
beroperasi dalam satu waktu 
dan pengaturan kecepatan);

e. Penyediaan dan perawatan 
terhadap vegetasi hijau di 
dalam areal PT SAL, sebagai 
sarana barier kebisingan;

f. Perawatan terhadap pagar 
pembatas areal PT SAL sebagai 
sarana barier kebisingan.

pembangunan
tangki 
penimbunan 
biodiesel dan 
minyak 
nabati.

kegiatan 
pembangunan 
tangki 
penimbunan 
biodiesel dan 
minyak nabati 
berlangsung

a. PT SAL;
b. Kontraktor pelaksana.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

F. Tahap Operasi

F1. Operasional Seluruh Kegiatan Usaha di Kawasan PT SAL

1) Potensi Kebakaran  

Potensi 
terjadinya 
kebakaran.

Operasional 
seluruh kegiatan 
usaha di 
Kawasan PT SAL.

Tidak ada terjadinya 
kebakaran.

a. Memasang dan merawat 
peralatan pemadaman 
kebakaran di area darat 
mengikuti standar NFPA;

b. Menyediakan dan merawat 
hydrant atau fasilitas pemadam

Seluruh area 
kerja PT SAL.

Selama 
kegiatan 
operasional PT 
SAL dan tenant
berlangsung.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

kebakaran yang memadai, dan 
alat-alat pemadam kebakaran 
ditempatkan di lokasi yang 
mudah dijangkau/diakses;

c. Box hydrant ditempatkan pada 
area dengan interval jarak 
maksimum 60 m, dengan 
kapasitas air hydrant minimum
2.000 L/menit;

d. Menyediakan dan merawat 
water spray system, berfungsi 
untuk mendinginkan tangki 
pada waktu udara sangat 
panas atau bila terjadi 
kebakaran pada tangki tangki 
sekitarnya;

e. Pada lokasi sekitar tangki tidak 
diperbolehkan ada pohon atau 
semak untuk menghidari 
penyebaran api apabila terjadi 
kebakaran;

f. Memasang rambu rambu 
master point dan menyediakan 
tempat berkumpul (master 
point) jika terjadi kebakaran;

g. Melakukan pelatihan dan 
simulasi penanggulangan 
kebakaran.

a. Dinas Pemadam 
Kebakaran Kota 
Samarinda;

b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. Dinas Pemadam 

Kebakaran Kota 
Samarinda;

b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

F2. Operasional Tangki Timbun BBM (Biodiesel)

1) Penurunan   Kualitas Air Sungai Mahakam      

Penurunan 
kualitas air 
Sungai 
Mahakam.

Limpasan air 
hujan yang 
menjadi limbah 
cair di areal 

Mengacu Persetujuan 
Teknis Pemenuhan 
Baku Mutu Air Limbah 
Berdasarkan Surat 

a. Mengecek secara berkala 
kondisi pipa-pipa, selang-
selang, dan juga pompa- pompa
untuk menghindari terjadinya 

a. Areal tangki 
timbun BBM
(Biodiesel);

b. Oil trap pada

Selama 
kegiatan 
operasional 
tangki timbun 

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

tangki timbun 
BBM (Biodiesel).

Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/227/ 
B.III.2/DLH/2022, yaitu
:

a. Seluruh air limbah 
dikelola di unit IPAL 
(oil trap TBBM 01, 
TBBM 02, dan TBBM 
03);

b. Air limbah tidak 
melampaui baku mutu
yang dipersyaratkan 
berdasarkan Perda 
Kaltim No. 02 Tahun 
2011 (Lamp. 1.22), 
meliputi:
1.Minyak dan Lemak ≤ 

25 mg/L;
2.Karbon Organik Total

≤ 110 mg/L;
3.pH = 6 – 9.

c. Hasil pengutipan 
terhadap minyak pada 
unit oil trap, dikelola 
dan disimpan di 
tempat Penyimpanan 
Limbah B3.

d. Sludge dari proses 
produksi dan fasilitas 
penyimpanan minyak 
bumi atau gas alam 
(A307-1) dikelola dan 
disimpan di tempat 

kebocoran;
b. Membuat saluran untuk 

menampung ceceran minyak 
atau bahan lainnya di sekitar 
tangki timbun BBM;

c. Membuat dan merawat fasilitas 
bundwall di sekeliling areal 
tangki timbun;

d. Membangun dan merawat 
fasilitas oil trap untuk 
menghindari terjadinya 
pencemaran air dari kegiatan 
operasional tangki timbun 
BBM;

e. Membuat sumur pantau 
disekitar lokasi kegiatan tangki 
timbun;

f. Menyediakan serbuk gergaji 
dan/atau majun pada tempat 
tertutup yang dipergunakan 
untuk menyerap tumpahan 
minyak di darat maupun dekat 
lokasi pelabuhan, untuk 
kemudian disimpan di tempat 
Penyimpanan Limbah B3 
(majun bekas);

g. Melakukan pengutipan 
terhadap minyak pada unit oil 
trap, untuk selanjutnya 
dikumpulkan dalam wadah 
penyimpanan, untuk dikelolan 
sebagi Limbah B3 dan 
disimpan pada tempat 
Penyimpanan Limbah B3;

h. Melakukan pengerukan rutin 

areal tangki 
timbun 
BBM.

BBM (Biodiesel)
berlangsung. Pengawas

a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Penyimpanan Limbah 
B3.

terhadap sludge dari proses 
produksi dan fasilitas 
penyimpanan minyak bumi 
atau gas alam (A307-1) dikelola 
dan disimpan di tempat 
Penyimpanan Limbah B3.

Penurunan 
kualitas air 
sekitar.

Tidak terlampauinya 
kualitas air pada sumur
pantau.

Areal tangki 
timbun BBM 
(Biodiesel)

2) Terganggunya Biota Perairan

Terjadinya 
penurunan 
kualitas dan 
kuantitas biota
perairan 
sungai 
Mahakam di 
sekitar lokasi 
proyek.

Limbah cair pada 
saat kegiatan 
operasional 
tangki timbun 
BBM (Biodiesel).

Struktur komunitas 
biota perairan meliputi 
plankton, benthos, dan 
nekton (mendekati 
kondisi rona awal yakni 
indeks keanekaragaman
plankton antara 1,04 – 
1,52
sedangkan untuk 
indeks keanekaragaman
benthos 0,00.

Dampak ini merupakan dampak 
turunan dari dampak 
penurunan kualitas air 
permukaan sehingga 
pengelolaan terhadap dampak 
penurunan kualitas air 
permukaan dapat tencegah 
terjadinya dampak terganggunya
habitat biota perairan ini.

a. Areal tangki 
timbun BBM
(Biodiesel);

b. Oil trap pada
areal tangki 
timbun 
BBM.

Selama 
kegiatan 
operasional 
tangki timbun 
BBM (Biodiesel)
berlangsung.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

3) Terganggunya Lalu Lintas Darat  

Munculnya 
gangguan lalu 
lintas darat 
pada ruas 
jalan yang 
digunakan 
pada kegiatan 
ini.

Pengoperasian 
tangki 
penimbunan 
BBM.

Tidak terjadinya 
gangguan lalu lintas 
darat pada ruas jalan 
yang dilalui dari adanya 
kegiatan pengangkutan 
BBM.

Mengacu Keputusan Kepala 
Dinas Perhubungan Provinsi 
Kalimantan Timur No. 
551.3/0836/LLAJ/VII/2021 
tentang Persetujuan Hasil 
Analisis Dampak Lalu Lintas, 
antara lain:

a. Menyediakan area parkir untuk

sepanjang 
ruas jalan 
yang dilalui 
pada kegiatan
pengangkutan
BBM.

Selama 
kegiatan 
pengoperasian 
tangki 
penimbunan 
BBM 
berlangsung.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Dishub Prov. Kaltim
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

kawasan PT Sarana Abadi 
Lestari adalah sejumlah 8 SRP 
untuk kendaraan roda enam 
dengan luasan 340 M2, 10 SRP 
untuk kendaraan roda empat 
dengan luasan 125 M2 dan 40 
SRP untuk kendaraan roda dua
dengan luasan 60 M2;

b. Memenuhi batasan ruang 
terbuka hijau sebanyak 20% 
dari luasan lahan yang ada;

c. Menempatkan petugas/security
yang berkompeten pada akses 
masuk dan keluar dari/dan ke 
Kawasan PT Sarana Abadi 
Lestari serta selalu siaga untuk 
mengatur kelancaran lalu lintas
di Jalan Palaran Indah dan 
Jalan Ampera terutama pada 
saat jam sibuk lalu lintas;

d. Pemasangan CCTV di akses 
masuk dan keluar PT Sarana 
Abadi Lestari serta di akses 
yang bersinggungan langsung 
dengan Jalan Ampera;

e. Pemasangan Penerangan Jalan 
Umum di ruas Internal dan 
Jalan Palaran Indah di titik – 
titik yang diperlukan:

f. Menambahkan beberapa rambu
di kawasan eksternal yaitu di 
Jalan Ampera yaitu :
1. Rambu hati – hati sejumlah 

1 unit;
2. Rambu larangan 

c. Disperindagkop UKM 
Prov. Kaltim

d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Dishub Prov. Kaltim
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

menjalankan kendaraan 
dengan kecepatan lebih dari 
30 Km/Jam sejumlah 2 unit;

3. Rambu batas akhir larangan 
menjalankan kendaraan 
dengan kecepatan lebih dari 
30 Km/Jam sejumlah 2 unit.

g. Menyediakan rumble strip 
sebanyak 4 set (1 set = 5 strips)
sesuai dengan yang tertera di 
gambar teknis;

h. Mengadakan dan memasang 
lampu Warning Light/flashing 
sejumlah 2 (dua) unit pada 
ruas jalan utama Palaran.

4) Resiko Keselamatan Masyarakat  

Munculnya 
resiko 
keselamatan 
masyarakat.

Merupakan 
dampak lanjutan 
akibat 
munculnya 
gangguan lalu 
lintas darat pada 
kegiatan 
operasional 
tangki BBM.

Tolok ukur dampak 
terhadap keselamatan 
masyarakat adalah 
tingkat dan frekuensi 
kecelakaan yang terjadi 
pada saat pengangkutan
BBM.

Dampak ini merupakan dampak 
turunan dari dampak 
terganggunya lalu lintas darat 
sehingga dapat meminimalisir 
dan mencegah terjadinya 
dampak resiko keselamatan 
masyarakat ini.

sepanjang 
ruas jalan 
yang dilalui 
pada kegiatan
pengangkutan
BBM.

Selama 
kegiatan 
pengoperasian 
tangki 
penimbunan 
BBM 
berlangsung.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Dishub Prov. Kaltim;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Dishub Prov. Kaltim;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

F3. Operasional Liquid Mud Plant (LMP)

1) Penurunan Kualitas Air Sungai Mahakam  

Penurunan 
kualitas air 
Sungai 
Mahakam.

a. Limpasan air 
hujan yang 
menjadi limbah 
cair di areal 
LMP;

Mengacu Persetujuan 
Teknis Pemenuhan 
Baku Mutu Air Limbah 
Berdasarkan Surat 
Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/227/ 
B.III.2/DLH/2022, yaitu
:

a. Seluruh air limbah 
dikelola di unit IPAL 
(LMP 01);

b. Air limbah tidak 
melampaui baku mutu
yang dipersyaratkan 
berdasarkan Perda 
Kaltim No. 02 Tahun 
2011 (Lamp. 1.19b-
Jenis Air Drainase), 
meliputi:
1.Minyak dan Lemak ≤ 

25 mg/L;
2.Karbon Organik Total

≤ 110 mg/L.

a. Mengecek secara berkala 
kondisi unit mesin LMP untuk 
menghindari terjadinya 
kebocoran;

b. Membuat dan merawat fasilitas 
lantai dan bunwall di sekeliling 
areal LMP;

c. Membangun dan merawat 
fasilitas oil trap untuk 
menghindari terjadinya 
pencemaran air dari kegiatan 
operasional LMP;

d. Menyediakan serbuk gergaji 
dan/atau majun (used rags) 
pada tempat tertutup yang 
dipergunakan untuk menyerap 
tumpahan bahan kimia dan 
lain-lain, untuk selanjutnya 
dikelola sebagai Limbah B3.

a. Areal kerja 
unit LMP;

b. Oil trap LMP
01.

Selama 
kegiatan 
operasional 
unit LMP 
berlangsung.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

b. Limbah hasil 
pembersihan 
ceceran 
dan/atau 
tumpahan serta 

a. Seluruh air limbah 
dikelola di unit IPAL 
(LMP 02);

b. Air limbah tidak 
melampaui baku mutu

a. Areal kerja 
unit LMP;

b. Oil trap LMP
02.
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

pembersihan 
dari kegiatan 
pengoperasian 
dan perawatan 
unit LMP.

yang dipersyaratkan 
berdasarkan Perda 
Kaltim No. 02 Tahun 
2011 (Lamp. 1.19b-
Jenis Air Terproduksi), 
meliputi:
1.COD ≤ 200 mg/L;
2.Minyak dan Lemak ≤

25 mg/L;
3.Sulfida Terlarut 

(sebagai H2S) ≤ 0,5 
mg/L;

4.Amonia (NH3-N) ≤ 5 
mg/L;

5.Phenol Total ≤ 2 mg/
L;

6.Temperatur ≤ 40°C;
7.pH = 6 – 9;
8.TDS ≤ 4.000 mg/L.

F4. Operasional Cement Bulk Plant (CBP)

1) Penurunan Kualitas Air Sungai Mahakam  

Penurunan 
kualitas air 
Sungai 
Mahakam.

a. Limpasan air 
hujan yang 
menjadi limbah 
cair di areal 
CBP;

Mengacu Persetujuan 
Teknis Pemenuhan 
Baku Mutu Air Limbah 
Berdasarkan Surat 
Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/227/ 
B.III.2/DLH/2022, 
yaitu:

a. Seluruh air limbah 
dikelola di unit IPAL 
(Hilir 01);

a. Mengecek secara berkala 
kondisi unit mesin Cement 
Bulk Plant untuk menghindari 
terjadinya kebocoran;

b. Membuat dan merawat fasilitas 
lantai dan bunwall di sekeliling 
areal Cement Bulk Plant;

c. Membangun dan merawat 
fasilitas oil trap untuk 
menghindari terjadinya 
pencemaran air dari kegiatan 
operasional Cement Bulk Plant;

d. Menyediakan serbuk gergaji 

a. Areal kerja 
unit CBP;

b. Oil trap Hilir 
01.

Selama 
kegiatan 
operasional 
unit CBP 
berlangsung.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

b. Air limbah tidak 
melampaui baku mutu
yang dipersyaratkan 
berdasarkan Perda 
Kaltim No. 02 Tahun 
2011 (Lamp. 1.19b-
Jenis Air Drainase), 
meliputi:
1.Minyak dan Lemak ≤ 

25 mg/L;
2.Karbon Organik Total

≤ 110 mg/L.

dan/atau majun (used rags) 
pada tempat tertutup yang 
dipergunakan untuk menyerap 
tumpahan bahan kimia dan 
lain-lain, untuk selanjutnya 
dikelola sebagai Limbah B3.

a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

b. Limbah hasil 
pembersihan 
ceceran 
dan/atau 
tumpahan serta 
pembersihan 
dari kegiatan 
pengoperasian 
dan perawatan 
unit CBP.

a. Seluruh air limbah 
dikelola di unit IPAL 
(Hilir 02);

b. Air limbah tidak 
melampaui baku mutu
yang dipersyaratkan 
berdasarkan Perda 
Kaltim No. 02 Tahun 
2011 (Lamp. 1.19b-
Jenis Air Terproduksi), 
meliputi:
1.COD ≤ 200 mg/L;
2.Minyak dan Lemak ≤

25 mg/L;
3.Sulfida Terlarut 

(sebagai H2S) ≤ 0,5 
mg/L;

4.Amonia (NH3-N) ≤ 5 
mg/L;

5.Phenol Total ≤ 2 mg/
L;

6.Temperatur ≤ 40°C;
7.pH = 6 – 9;

a. Areal kerja 
unit CBP;

b. Oil trap Hilir 
02.
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

8.TDS ≤ 4.000 mg/L.
F5. Operasional Tubular Maintenance

1) Penurunan Kualitas Air Sungai Mahakam  

Penurunan 
kualitas air 
Sungai 
Mahakam.

Limbah cair dan 
padat dari
kegiatan 
operasional 
tubular 
maintenance.

Tidak terjadinya ceceran
air limbah dari kegiatan 
operasional tubular 
maintenance.

a. Memastikan tidak terjadi 
kebocoran pada pipa maupun 
bak/kolam penampungan milik
tenant pelaksana;

b. Air limbah yang dihasilkan 
akan dialirkan menuju 
bak/kolam penampungan milik
tenant pelaksana, untuk 
selanjutnya diangkut dan 
dikelola oleh tenant tersebut 
dan/atau pihak yang 
berkompeten untuk mengelola 
limbah cair tersebut diluar 
kawasan PT SAL.

Areal 
operasional 
tubular 
maintnance.

Selama 
kegiatan
operasional 
tubular 
maintenance 
berlangsung.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

F6. Operasional Tempat Penyimpanan Limbah B3

1) Timbulan Limbah B3  

Timbulan 
Limbah B3 
kegiatan 
operasional PT 
SAL.

Seluruh Kegiatan
Usaha PT SAL.

a. Tidak terjadinya 
ceceran limbah B3 dari
kegiatan operasional 
PT SAL;

b. Pelaksanaan 
Penyimpanan Limbah 
B3 dilakukan 
berdasarkan Rincian 
Teknis Penyimpanan 
Limbah B3 PT SAL 

Mengacu Rincian Teknis 
Penyimpanan Limbah B3 PT SAL
yang disetujui oleh DLH Provinsi 
Kaltim, antara lain :

a. Memastikan semua limbah B3 
yang dihasilkan PT SAL 
disimpan kedalam Tempat 
Penyimpanan Limbah B3 yang 
telah disepakati;

b. Memastikan Limbah B3 yang 

Areal 
operasional 
Tempat 
Penyimpanan 
Limbah B3.

Selama 
kegiatan
Operasional 
Tempat 
Penyimpanan 
Limbah B3.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

yang mengacu pada 
Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan
Kehutanan Nomor 6 
Tahun 2021 tentang 
Tata Cara dan 
Persyaratan 
Pengelolaan Limbah 
Bahan Berbahaya dan 
Beracun.

disimpan dalam tempat 
penyimpanan limbah B3 telah 
diberi simbol dan label sesuai 
Permen LH No 14 tahun 2013 
dan Peraturan Menteri 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Nomor 6 Tahun 
2021 tentang Tata Cara dan 
Persyaratan Pengelolaan 
Limbah Bahan Berbahaya dan 
Beracun;

c. Menyerahkan limbah B3 
kepada pihak pengumpul yang 
memiliki izin kementrian 
Lingkungan Hidup dan 
Kehutanan Republik Indonesia;

d. Memastikan kondisi tempat 
penyimpanan limbah B3 
terlindung dari air hujan;

e. Untuk Limbah B3 yang 
didatangkan dari luar kawasan 
PT SAL akan dikumpulkan 
langsung oleh pihak 
Pengumpul Limbah B3 yang 
memiliki izin (saat ini 
direncanakan oleh PT Sarana 
Palaran Lestari yang secara 
lokasi berada pada kawasan 
kerja PT SAL);

f. Melaporkan kegiatan keluar 
masuk limbah B3 mengunakan
aplikasi yang di sediakan oleh 
DLH Provinsi melalui 
https:/apelb3.kaltimprov.go.id, 
dan KLHK RI melalui aplikasi 

d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

siraja limbah.
F7. Kegiatan Operasional dan Aktivitas Karyawan (Domestik)

1) Timbulan Sampah Sejenis Rumah Tangga  

Timbulan 
sampah sejenis
rumah tangga.

Kegiatan 
Operasional dan 
Aktivitas 
Karyawan 
(Domestik)

Tidak ada ceceran 
limbah domestik padat 
di kawasan PT SAL.

a. Mendukung dan melaksanakan
program 3R;

b. Menyiapkan wadah 
penampungan sampah/tong 
sampah 3 (tiga) pilah: organik, 
anorganik, dan limbah B3;

c. Bekerjasama dan memfasilitasi 
pengolahan dan pemanfaatan 
sampah organik dengan sistem 
pengomposan yang dilakukan 
oleh masyarakat atau bank 
sampah, dan atau Kelompok 
Kerja (Tingkat 
RT/Kelurahan/Kecamatan) 
sebagai salah satu program 
tanggungjawab sosial dan 
lingkungan yang dapat 
ditetapkan dalam bentuk surat 
perjanjian atau MoU, sesuai 
amanat Perwali Samarinda 
No.37 tahun 2019 tentang 
pemanfaatan kompos dan 
sampah organik yang 
dihasilkan;

d. Bekerjasama dengan bank 
sampah;

e. Mengangkut sampah yang 
dihasilkan menuju TPS 
dan/atau TPA;

f. Jika sampah yang dihasilkan 
dari kegiatan mencapai 1 m3 

Seluruh 
kawasan PT 
SAL.

Selama 
kegiatan 
operasional PT 
SAL 
berlangsung.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

setiap hari wajib membuang ke 
Tempat Pembuangan Akhir 
(TPA)

g. Tidak melakukan pembakaran 
sampah;

h. Melakukan pengelolaan 
sampah berdasarkan Perda 
Kota Samarinda No. 02 Tahun 
2011 tentang Pengelolaan 
Sampah.

2) Timbulan Air Limbah Domestik  

Timbulan air 
limbah 
domestik.

Kegiatan 
Operasional dan 
Aktivitas 
Karyawan 
(Domestik)

Mengacu Persetujuan 
Teknis Pemenuhan 
Baku Mutu Air Limbah 
Berdasarkan Surat 
Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/227/ 
B.III.2/DLH/2022, 
yaitu:

a. Seluruh air limbah 
domestik dikelola di 
unit IPAL domestik;

b. Air limbah tidak 
melampaui baku mutu
yang dipersyaratkan 
berdasarkan 
PermenLHK No. P.68 
Tahun 2016, meliputi:
1.pH = 6 – 9;
2.BOD ≤ 30 mg/L;
3.COD ≤ 100 mg/L;
4.TSS ≤ 30 mg/L;

a. Mengoperasikan IPAL Domestik
sesuai dengan SOP IPAL 
domestik;

b. Merawat sistem perpipaan air 
limbah domestik menuju unit 
IPAL domestik;

c. Merawat bak-bak unit IPAL 
domestik;

d. Melakukan pengerukan lumpur
endapan secara teratur.

a. Areal sistem 
perpipaan 
air limbah 
domestik 
menuju unit 
IPAL 
domestik;

b. unit IPAL 
domestik.

Selama 
kegiatan 
operasional PT 
SAL 
berlangsung.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

5.Minyak & lemak ≤ 5 
mg/L;

6.Amoniak ≤ 10 mg/L;
7.Total Coliform ≤ 

3.000 
jumlah/100mL;

8.Debit ≤ 100 
L/orang/hari.

F8. Operasional Genset sebagai Sumber Listrik Cadangan

1) Timbulan Emisi Gas Buang Genset  

Timbulan emisi
gas buang 
genset

Operasional 
genset sebagai 
sumber listrik 
cadangan (bila 
beroperasi ≥ 200 
jam/tahun).

Mengacu Persetujuan 
Teknis Pemenuhan 
Baku Mutu Emisi 
Berdasarkan Surat 
Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/ 2373/
B.III.2/ DLH/2022 
dimana emisi gas buang
genset berbahan bakar 
minyak (kapasitas 240 –
400 kW) tidak 
melampaui baku mutu 
berdasarkan Lamp. 1 
PermenLHK No. 11 
Tahun 2021, yaitu :

a. NOx ≤ 3.400 mg/NM3;
b. CO ≤ 170 mg/NM3

a. Tidak menggunakan genset 
melebihi dari kapasitas 
bangkitan genset;

b. Memastikan unit genset 
(sumber emisi) beroperasi dan 
dilakukan perawatan dengan 
baik sesuai manual book, dan 
memastikan knalpot tidak 
bocor;

c. Merawat rumah genset, 
memastikan sirkulasi udara 
baik, dan melaksanakan tata 
graha (housekeeping) yang 
baik;

d. Penyediaan dan perawatan 
terhadap vegetasi hijau di 
dalam areal PT SAL, sebagai 
sarana produksi oksigen dan 
estetika.

Unit genset di 
kawasan PT 
SAL.

Selama 
kegiatan 
operasional PT 
SAL 
berlangsung.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

2) Peningkatan Kebisingan Lingkungan  

Peningkatan 
kebisingan 
lingkungan

Operasional 
genset sebagai 
sumber listrik 
cadangan, 

Mengacu Persetujuan 
Teknis Pemenuhan 
Baku Mutu Emisi 
berdasarkan Surat 

a. Memastikan unit genset 
(sumber emisi) serta unit diesel 
dan unit dust collector 
beroperasi dan dilakukan 

Lokasi 
pembangunan
tangki 
penimbunan 

Selama 
kegiatan 
pembangunan 
tangki 

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor pelaksana.
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

pengoperasian 
unit diesel selain 
genset, dan 
mobilisasi truk 
angkutan minyak

Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/ 2373/
B.III.2/ DLH/2022. 
Dimana tingkat 
kebisingan tidak 
melampaui:

a. Baku mutu kebisingan
lingkungan 
berdasarkan Lamp. I 
KepmenLH No. 48 
Tahun 1996, bagi 
kawasan :
1. Industri ≤ 70dB(A);
2. Perumahan dan 

Pemukiman ≤ 
55dB(A).

b. NAB kebisingan 
berdasarkan Lampiran 
I (B) Permenaker No. 5 
Tahun 2018 dengan 
pajanan 8 jam ≤ 
85dBA.

perawatan dengan baik sesuai 
manual book, dan memastikan 
knalpot tidak bocor;

b. Merawat rumah genset (sebagai
barier kebisingan), memastikan
sirkulasi udara baik, dan 
melaksanakan tata graha 
(housekeeping) yang baik;

c. Pengaturan mobilisasi dan 
demobilisasi angkutan minyak 
di dalam areal PT SAL (berupa 
jumlah truk yang boleh 
beroperasi dalam satu waktu 
dan pengaturan kecepatan);

d. Penyediaan dan perawatan 
terhadap vegetasi hijau di 
dalam areal PT SAL, sebagai 
sarana barier kebisingan;

e. Perawatan terhadap pagar 
pembatas areal PT SAL sebagai 
sarana barier kebisingan.

biodiesel dan 
minyak 
nabati.

penimbunan 
biodiesel dan 
minyak nabati 
berlangsung

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

3) Peningkatan Getaran Lingkungan  

Peningkatan 
getaran 
lingkungan

Operasional 
genset sebagai 
sumber listrik 
cadangan, 
pengoperasian 
unit diesel selain 
genset, dan 
mobilisasi truk 
angkutan minyak

Mengacu Persetujuan 
Teknis Pemenuhan 
Baku Mutu Emisi 
Berdasarkan Surat 
Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/ 2373/
B.III.2/ DLH/2022. 

a. Memastikan unit genset 
kapasitas beroperasi dan 
dilakukan perawatan dengan 
baik sesuai manual book;

b. Menyediakan bantalan alas 
genset, merawat rumah genset, 
dan melaksanakan tata graha 
(housekeeping) yang baik;

c. Pengaturan mobilisasi dan 

Unit genset, 
unit diesel 
selain genset, 
dan mobilisasi
truk angkutan
minyak di 
kawasan PT 
SAL.

Selama 
kegiatan 
operasional PT 
SAL 
berlangsung.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
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No
Dampak

Lingkungan
yang Dikelola

Sumber Dampak
Indikator Keberhasilan

Pengelolaan Lingkungan
Hidup

Bentuk Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Lokasi
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

Periode
Pengelolaan
Lingkungan

Hidup

 Pengelolaan
Lingkungan Hidup

Dimana tingkat getaran 
lingkungan tidak 
melampaui baku mutu 
berdasarkan Lamp. 1 
KepmenLH No. Kep-49/
Menlh/11/1996, yaitu :

a. Tidak mengganggu 
(untuk kenyamanan 
dan kesehatan);

b. Tidak menimbulkan 
kerusakan (untuk 
bangunan).

demobilisasi angkutan minyak 
di dalam areal PT SAL (berupa 
jumlah truk yang boleh 
beroperasi dalam satu waktu 
dan pengaturan kecepatan);

d. Penyediaan dan perawatan 
terhadap vegetasi hijau di 
dalam areal PT SAL, sebagai 
sarana barier getaran;

e. Perawatan terhadap pagar 
pembatas areal PT SAL sebagai 
sarana barier getaran.

c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.
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B. Matriks Rencana Pemantauan Lingkungan Hidup (RPL)

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

Dampak Penting yang Dipantau (Hasil Arahan Pemantauan pada Andal, serta Addendum Andal dan RKL-RPL)

A. Tahap Prakonstruksi

A1. Penerimaan dan Mobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi

1) Adanya Peluang     Pekerjaan dan Berusaha  

Terciptanya 
peluang kerja 
dan berusaha 
bagi penduduk 
di sekitar lokasi 
rencana 
kegiatan 
pengembangan 
industri PT SAL.

Jumlah dan 
proporsi tenaga 
kerja dari 
penduduk sekitar
yang dikaryakan 
pada kegiatan 
pengembangan 
industri PT SAL.

Kegiatan 
mobilisasi 
tenaga kerja.

Pengumpulan Data:  
Melakukan wawancara dan
kuesioner untuk mencatat 
serapan tenaga tenaga 
kerja lokal.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara
deskriptif.

a. Kantor PT SAL 
bersama kontraktor 
pelaksana;

b. Masyarakat wilayah 
studi (RT. 10, 11, 
dan 12 Kelurahan 
Rawa Makmur);

c. Disnaker Kota 
Samarinda.

Selama 
berlangsungnya 
kegiatan mobilisasi 
tenaga kerja minimal 
dilakukan satu kali.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor Pelaksana.

Pengawas
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

2) Meningkatnya Pendapatan Masyarakat  

Meningkatnya 
pendapatan 
masyarakat.

Peningkatan 
pendapatan bagi 
masyarakat 
sekitar baik dari 
penerimaan 

Dampak 
lanjutan dari 
meningkatnya 
kesempatan 
kerja dan 

Pengumpulan Data:  
Melakukan wawancara dan
kuesioner terhadap
a. tenaga kerja untuk 

mencatat terkait 

a. Kantor PT SAL 
bersama kontraktor 
pelaksana;

b. Masyarakat wilayah 
studi (RT. 10, 11, 

Selama 
berlangsungnya 
kegiatan mobilisasi 
tenaga kerja, 
dilakukan 12 bulan 

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor Pelaksana.

Pengawas
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

tenaga kerja 
maupun peluang 
berusaha, lebih 
besar dari rona 
awalnya.

berusaha akibat 
penerimaan 
tenaga kerja 
konstruksi.

peningkatan 
pendapatan sebelum 
bekerja dengan PT SAL 
dan kontraktor 
pelaksana;

b. Masyarakat yang 
berusaha di sekitar areal
PT SAL, dengan adanya 
proyek oleh PT SAL.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis 
secara deskriptif.

dan 12 Kelurahan 
Rawa Makmur).

sekali. a. Disnaker Kota 
Samarinda;

b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

A2. Mobilisasi Peralatan dan Material

1) Terganggunya Lalu Lintas Perairan  

Munculnya 
gangguan 
kelancaran lalu 
lintas perairan 
sungai 
Mahakam pada 
lokasi kegiatan 
proyek.

Intensitas dan 
frekuensi 
gangguan 
pelayaran di 
perairan Sungai 
Mahakam pada 
zona kegiatan 
proyek.

Manuver 
kedatangan dan 
keberangkatan 
unit LCT, 
ponton, atau 
pengangkut alat 
berat dan 
material lainnya 
pada lokasi 
proyek.

Pengumpulan Data:  
Melakukan pengamatan 
dan pencatatan terhadap 
perlintasan alat 
transportasi perairan dan 
jenis sarana prasarana lalu
lintas perairan yang datang
dan pergi menuju areal PT 
SAL.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis 
secara deskriptif.

Jalur pelayaran yang 
menjadi jalur 
mobilisasi peralatan 
dan material.

Selama 
berlangsungnya 
kegiatan mobilisasi, 
dilakukan setiap hari 
bila ada kapal yang 
datang dan pergi 
menuju areal PT SAL.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor Pelaksana.

Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

d. Disperindagkop UKM 
Prov. Kaltim;

e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

B. Tahap Konstruksi

Tidak ada DPH.

C. Tahap Pascakonstruksi

C1. Demobilisasi Peralatan dan Material

1) Terganggunya Lalu Lintas Perairan  

Munculnya 
gangguan 
kelancaran lalu 
lintas perairan 
sungai 
Mahakam pada 
lokasi kegiatan 
proyek.

Intensitas dan 
frekuensi 
gangguan 
pelayaran di 
perairan Sungai 
Mahakam pada 
zona kegiatan 
proyek.

Manuver 
kedatangan dan 
keberangkatan 
unit LCT, 
ponton, atau 
pengangkut alat 
berat dan 
material lainnya 
pada lokasi 
proyek.

Pengumpulan Data:  
Melakukan pengamatan 
dan pencatatan terhadap 
perlintasan alat 
transportasi perairan dan 
jenis sarana prasarana lalu
lintas perairan yang datang
dan pergi dari areal PT 
SAL.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis 
secara deskriptif.

Jalur pelayaran yang 
menjadi jalur 
mobilisasi peralatan 
dan material.

Selama 
berlangsungnya 
kegiatan demobilisasi, 
dilakukan setiap hari 
bila ada kapal yang 
datang dan pergi dari 
areal PT SAL.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor Pelaksana.

Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

C2. Demobilisasi Tenaga Kerja Konstruksi

1) Hilangnya Lapangan Pekerjaan  
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

Hilangnya 
peluang kerja 
bagi penduduk 
lokal di sekitar 
lokasi rencana 
kegiatan 
pengembang an 
industri PT SAL.

Jumlah dan 
proporsi tenaga 
kerja lokal yang 
didemobilisasi / 
diPHK pada 
kegiatan 
pengembangan 
industri PT SAL.

Kegiatan 
demobilisasi 
tenaga kerja.

Pengumpulan Data:  
Melakukan pencatatan 
terhadap jumlah dan 
proporsi tenaga kerja yang 
didemobilisasi.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara
deskriptif.

a. Kantor PT SAL 
bersama kontraktor 
pelaksana;

b. Masyarakat wilayah 
studi (RT. 10, 11, 
dan 12 Kelurahan 
Rawa Makmur);

c. Disnaker Kota 
Samarinda.

Saat berlangsungnya 
kegiatan demobilisasi 
tenaga kerja 
konstruksi oleh PT 
SAL, dilakukan satu 
kali.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor Pelaksana.

Pengawas
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

C3. Penerimaan Tenaga Kerja Operasional

1) Adanya Peluang Pekerjaan dan Berusaha  

Terciptanya 
peluang kerja 
bagi penduduk 
lokal di sekitar 
lokasi rencana 
kegiatan 
pengembangan 
industri PT SAL.

a. Jumlah dan 
proporsi tenaga 
kerja lokal yang 
dikaryakan pada
kegiatan 
pengembangan 
industri PT SAL;

c. Jenis dan 
volume usaha 
masyarakat 
yang terkait 
dengan kegiatan

a. Kegiatan 
penerimaan 
tenaga kerja 
operasi;

b. Berkembangny
a unit-unit 
masyarakat 
akibat adanya 
aktivitas 
kegiatan 
pengembangan
industri PT 

Pengumpulan Data:  
Melakukan pencatatan 
terhadap serapan tenaga 
kerja lokal dan kondisi 
usaha yang berkembang 
di sekitar kawasan PT 
SAL;

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis secara
deskriptif.

a. Kantor PT SAL;
b. Kantor tenant di 

kawasan PT SAL;
c. Masyarakat wilayah 

studi (RT. 10, 11, 
dan 12 Kelurahan 
Rawa Makmur);

d. Disnaker Kota 
Samarinda.

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan 12 bulan 
sekali.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

operasional PT 
SAL.

SAL. e. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

2) Adanya Peluang Pekerjaan dan Berusaha  

Meningkatnya 
pendapatan 
masyarakat.

Peningkatan 
pendapatan bagi 
masyarakat 
sekitar baik dari 
penerimaan 
tenaga kerja 
maupun peluang 
berusaha, lebih 
besar dari rona 
awalnya.

Dampak 
lanjutan dari 
meningkatnya 
kesempatan 
kerja dan 
berusaha akibat 
penerimaan 
tenaga kerja 
konstruksi.

Pengumpulan Data:  
Melakukan wawancara 
dan kuesioner terhadap
a. tenaga kerja untuk 

mencatat terkait 
peningkatan 
pendapatan sebelum 
bekerja dengan PT SAL 
dan kontraktor 
pelaksana;

b. Masyarakat yang 
berusaha di sekitar areal
PT SAL, dengan adanya 
kegiatan operasiona oleh
PT SAL dan tenant PT 
SAL.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis 
secara deskriptif.

a. Kantor PT SAL;
b. Kantor tenant di 

kawasan PT SAL;
c. Masyarakat wilayah 

studi (RT. 10, 11, 
dan 12 Kelurahan 
Rawa Makmur).

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan 12 bulan 
sekali.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. Disnaker Kota 

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

c. Disperindagkop UKM 
Prov. Kaltim;

d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

D. Tahap Operasi

D1. Operasional Pelabuhan dan Gudang

1) Terganggunya Lalu Lintas Perairan  

Munculnya 
gangguan 
kelancaran lalu 
lintas perairan 
Sungai 
Mahakam di 
sekitar proyek.

Intensitas dan 
frekuensi 
gangguan 
pelayaran di 
perairan sungai 
Mahakam pada 
zona perairan 
lokasi proyek.

Manuver 
kedatangan dan 
keberangkatan 
unit speed boat, 
LCT, ponton, 
tug boat atau 
alat transportasi
perairan lainnya
pada zona 
perairan lokasi 
proyek.

Pengumpulan Data:  
Melakukan pengamatan 
dan pencatatan terhadap 
perlintasan alat 
transportasi perairan dan 
jenis sarana prasarana lalu
lintas perairan yang datang
dan pergi menuju areal PT 
SAL.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis 
secara deskriptif.

Perairan Sungai 
Mahakam pada zona 
perairan sekitar lokasi
proyek.

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap hari 
bila ada kapal yang 
datang dan pergi 
menuju areal PT SAL.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL

Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

2) Resiko Keselamatan Masyarakat  

Munculnya 
resiko 
keselamatan 
jiwa masyarakat

Terjadi/tidaknya 
kecelakaan lalu 
lintas perairan di 
areal PT SAL.

Manuver 
kedatangan dan 
keberangkatan 
unit speed boat, 

Pengumpulan Data:  
Melakukan pengamatan 
dan pencatatan terhadap 
terjadinya kecelakaan lalu 

Perairan Sungai 
Mahakam pada areal 
PT SAL.

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap hari.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

yang melakukan
aktivitas lalu 
lintas pada zona
perairan sekitar 
lokasi proyek.

LCT, ponton, 
tug boat atau 
alat transportasi
perairan lainnya
pada zona 
perairan lokasi 
proyek.

lintas perairan di areal PT 
SAL.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis 
secara deskriptif.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Dishub Prov. Kaltim;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Dishub Prov. Kaltim;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

3) Penurunan Kualitas Air Sungai Mahakam  

Terjadinya 
pencemaran 
badan air sungai
Mahakam di 
sekitar lokasi 
proyek.

Parameter kunci 
PT SAL terhadap 
kualitas air Sungai
Mahakam (Kelas I) 
berdasar Lamp. VI 
PP No. 22 Tahun 
2021, meliputi:
a. Temperatur;
b. TDS;
c. TSS;
d. pH;
e. BOD;
f. COD;
g. Amoniak;
h. H2S;
i. Minyak dan 

Lemak;
j. Fenol;

a. Ceceran 
minyak (BBM 
& pelumas 
bekas) dari 
aktivitas 
kapal/tugboat 
/LCT di lokasi 
pelabuhan;

b. Limbah padat 
domestik dari 
aktivitas ABK 
di lokasi 
pelabuhan. 
Ceceran bahan
pada saat 
berlangsungny
a bongkar 
muat di lokasi 

Pengumpulan Data:  
Pengambilan sampel air 
menggunakan water 
sampler pada lokasi 
pemantauan yang telah 
ditetapkan, kemudian 
sampel air dianalisis oleh 
laboratorium terakreditasi 
dan teregistrasi.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap baku mutu 
berdasar Lamp. VI PP No. 
22 Tahun 2021, dan data 
uji antar waktu 
pemantauan.

Sungai Mahakam 
sekitar areal PT SAL, 
yaitu (Mengacu 
Persetujuan Teknis 
Pemenuhan Baku 
Mutu Air Limbah 
Berdasarkan Surat 
Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/227/
B.III.2/DLH/2022) :
a. BAP1 = 0° 33' 35,00" 

LS; 117° 10' 40,60" 
BT;

b. BAP2 = 0° 33' 38,34" 
LS; 117° 10' 46,00" 
BT;

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap 6 
bulan sekali.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

k. Total Coliform. pelabuhan;
c. Limbah padat 

domestik dari 
aktivitas 
gudang.

c. BAP3 = 0° 33' 39,69" 
LS; 117° 10' 47,99" 
BT.

4) Terganggunya Biota Perairan  

Terjadinya 
penurunan 
kualitas dan 
kuantitas biota 
perairan sungai 
Mahakam di 
sekitar lokasi 
proyek.

Struktur 
komunitas biota 
perairan meliputi 
plankton, 
benthos, dan 
nekton 
(mendekati 
kondisi rona awal
yakni indeks 
keanekaragaman 
plankton antara 
1,04 – 1,52
sedangkan untuk
indeks 
keanekaragaman 
benthos 0,00.

Kualitas air 
permukaan yang
disebabkan oleh 
limbah cair dan 
padat dari 
kegiatan 
operasional 
pelabuhan dan 
gudang.

Pengumpulan Data:  
a. Pengambilan sampel 

biota menggunakan 
plankton net untuk 
plankton dan ekman 
grab untuk benthos 
pada sekitar lokasi 
pemantauan yang telah 
ditetapkan, kemudian 
sampel biota dianalisis 
oleh laboratorium 
terakreditasi;

b. Pengambilan sampel 
nekton dilakukan 
menggunakan metode 
purposive sampling, 
yang merupakan teknik 
pengambilan contoh 
dengan memperhatikan 
pertimbangan- 
pertimbangan yang 
dibuat oleh peneliti. 
Pencatatan jenis nekton 
yang teridentifikasi 
dilengkapi dengan hasil 
wawancara dengan 
penduduk lokal guna 
mendapatkan data 
tambahan mengenai 

Sungai Mahakam 
sekitar areal PT SAL, 
yaitu (Mengacu 
Persetujuan Teknis 
Pemenuhan Baku 
Mutu Air Limbah 
Berdasarkan Surat 
Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/227/
B.III.2/DLH/2022) :
a. BAP1 = 0° 33' 35,00" 

LS; 117° 10' 40,60" 
BT;

b. BAP2 = 0° 33' 38,34" 
LS; 117° 10' 46,00" 
BT;

c. BAP3 = 0° 33' 39,69" 
LS; 117° 10' 47,99" 
BT.

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap 6 
bulan sekali.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

nama lokal.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap rona awal, dan 
data uji antar waktu 
pemantauan.

D2. Operasional Tangki Timbun BBM

1) Terganggunya Lalu Lintas Perairan  

munculnya 
gangguan 
kelancaran lalu 
lintas perairan 
Sungai 
Mahakam pada 
lokasi kegiatan 
proyek.

intensitas dan 
frekuensi 
gangguan 
pelayaran di 
perairan Sungai 
Mahakam pada 
zona kegiatan 
proyek.

manuver 
kedatangan dan 
keberangkatan 
unit LCT, 
ponton, atau 
pengangkut 
lumpur 
pemboran pada 
lokasi proyek.

Pengumpulan Data:  
Melakukan pengamatan 
dan pencatatan terhadap 
perlintasan alat 
transportasi perairan dan 
jenis sarana prasarana lalu
lintas perairan yang datang
dan pergi menuju areal PT 
SAL.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis 
secara deskriptif.

Perairan Sungai 
Mahakam pada zona 
perairan sekitar lokasi
proyek.

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap hari 
bila ada kapal yang 
datang dan pergi 
menuju areal PT SAL.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL

Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

f. KLHK RI.
D3. Operasional Liquid Mud Plant (LMP)

1) Terganggunya Lalu Lintas Perairan  

Munculnya 
gangguan 
kelancaran lalu 
lintas perairan 
Sungai 
Mahakam pada 
lokasi kegiatan 
proyek.

Intensitas dan 
frekuensi 
gangguan 
pelayaran di 
perairan Sungai 
Mahakam pada 
zona kegiatan 
proyek.

Manuver 
kedatangan dan 
keberangkatan 
unit LCT, 
ponton, atau 
pengangkut 
lumpur 
pemboran pada 
lokasi proyek.

Pengumpulan Data:  
Melakukan pengamatan 
dan pencatatan terhadap 
perlintasan alat 
transportasi perairan dan 
jenis sarana prasarana lalu
lintas perairan yang datang
dan pergi menuju areal PT 
SAL.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis 
secara deskriptif.

Perairan Sungai 
Mahakam pada zona 
perairan sekitar lokasi
proyek.

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap hari 
bila ada kapal yang 
datang dan pergi 
menuju areal PT SAL.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL

Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

2) Penurunan Kualitas Udara Ambien  

Terjadinya 
penurunan 
kualitas udara 
ambien akibat 
peningkatan 
kandungan 

Kualitas udara 
ambien 
berdasarkan 
Lamp. VII PP No. 
22 Tahun 2021, 
meliputi:

Operasional 
peralatan unit 
LMP.

Pengumpulan Data:  
Bekerjasama dengan pihak
laboratorium terakreditasi 
dan teregistrasi untuk 
melakukan uji kualitas 
udara ambien dengan 

Di dalam dan sekitar 
arel PT SAL, mengacu 
Persetujuam Teknis 
Pemenuhan BME 
berdasarkan Surat 
Kepala DLH Prov. 

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap 6 
bulan sekali.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

debu dan 
adanya sumber 
emisi dari 
mesin- mesin 
pada kegiatan 
opersional LMP.

a. SO2;
b. CO;
c. NO2

;

d. TSP;
e. NMHC;
f. Pb

peralatan terkalibrasi, 
dengan waktu pengukuran
a. SO2, CO, dan NO2

 

selama 1 jam;
b. NMHC selama 3 jam;
c. TSP dan Pb selama 24 

jam.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap baku mutu 
berdasar Lamp. VII PP 
No. 22 Tahun 2021, dan 
data uji antar waktu 
pemantauan.

Kaltim No.   660.2/ 
2373/B.III.2/DLH/20
22
yaitu :
a. Jetty 1 

(0°33'39,20"LS dan 
117°10'46,74"BT);

b. Sekitar Area LMP 
dan BCP 
(0°33'42,77"LS dan 
117°10'43,05"BT);

c. Sekitar Area pos 
keamanan 
(0°33'45,31"LS dan 
117°10'40,17"BT);

d. Permukiman sekitar 
(0°33'49,45"LS dan 
117°10'36,13"BT);

e. Permukiman (depan 
Langgar Baitul 
Muttaqin) 
(0°33'58,41"LS dan 
117°10'31,21"BT).

a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

D4. Operasional Cement Bulk Plant

1) Terganggunya Lalu Lintas Perairan  

Munculnya 
gangguan 
kelancaran lalu 
lintas perairan 
Sungai 
Mahakam pada 
lokasi kegiatan 
proyek.

Intensitas dan 
frekuensi 
gangguan 
pelayaran di 
perairan Sungai 
Mahakam pada 
zona kegiatan 
proyek.

Manuver 
kedatangan dan 
keberangkatan 
unit LCT, 
ponton, atau 
pengangkut 
lumpur 
pemboran pada 
lokasi proyek.

Pengumpulan Data:  
Melakukan pengamatan 
dan pencatatan terhadap 
perlintasan alat 
transportasi perairan dan 
jenis sarana prasarana lalu
lintas perairan yang datang
dan pergi menuju areal PT 
SAL.

Perairan Sungai 
Mahakam pada zona 
perairan sekitar lokasi
proyek.

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap hari 
bila ada kapal yang 
datang dan pergi 
menuju areal PT SAL.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis 
secara deskriptif.

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

2) Penurunan Kualitas Udara Ambien  

Terjadinya 
penurunan 
kualitas udara 
ambien di 
sekitar kawasan 
Cement Bulk 
Plant.

Kualitas udara 
ambien 
berdasarkan 
Lamp. VII PP No. 
22 Tahun 2021, 
meliputi:
a. SO2;
b. CO;
c. NO2

;

d. TSP;
e. NMHC;
f. Pb

Operasional 
peralatan unit 
Cement Bulk 
Plant.

Pengumpulan Data:  
Bekerjasama dengan pihak
laboratorium terakreditasi 
dan teregistrasi untuk 
melakukan uji kualitas 
udara ambien dengan 
peralatan terkalibrasi, 
dengan waktu pengukuran
a. SO2, CO, dan NO2

 

selama 1 jam;
b. NMHC selama 3 jam;
c. TSP selama 24 jam.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap baku mutu 
berdasar Lamp. VII PP 
No. 22 Tahun 2021, dan 
data uji antar waktu 
pemantauan.

Di dalam dan sekitar 
arel PT SAL, mengacu 
Persetujuam Teknis 
Pemenuhan BME 
berdasarkan Surat 
Kepala DLH Prov. 
Kaltim No.   660.2/ 
2373/B.III.2/DLH/20
22   
yaitu :
a. Jetty 1 

(0°33'39,20"LS dan 
117°10'46,74"BT);

b. Sekitar Area LMP 
dan BCP 
(0°33'42,77"LS dan 
117°10'43,05"BT);

c. Sekitar Area pos 
keamanan 
(0°33'45,31"LS dan 
117°10'40,17"BT);

d. Permukiman sekitar 

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap 6 
bulan sekali.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

(0°33'49,45"LS dan 
117°10'36,13"BT);

e. Permukiman (depan 
Langgar Baitul 
Muttaqin) 
(0°33'58,41"LS dan 
117°10'31,21"BT).

D5. Operasional Tubular Maintenance

1) Penurunan Kualitas Udara Ambien  

Tebaran debu 
dari kegiatan 
sand blasting 
pada udara 
sekitar kawasan 
tubular 
maintenance.

Kualitas udara 
ambien 
berdasarkan 
Lamp. VII PP No. 
22 Tahun 2021, 
meliputi:
a. SO2;
b. CO;
c. NO2

;

d. TSP;
e. NMHC;
f. Pb.

Operasional 
peralatan unit 
tubular 
maintenance.

Pengumpulan Data:  
Bekerjasama dengan pihak
laboratorium terakreditasi 
dan teregistrasi untuk 
melakukan uji kualitas 
udara ambien dengan 
peralatan terkalibrasi, 
dengan waktu pengukuran
a. SO2, CO, dan NO2

 

selama 1 jam;
b. NMHC selama 3 jam;
c. TSP selama 24 jam.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap baku mutu 
berdasar Lamp. VII PP 
No. 22 Tahun 2021, dan 
data uji antar waktu 
pemantauan.

Di dalam dan sekitar 
arel PT SAL, mengacu 
Persetujuam Teknis 
Pemenuhan BME 
berdasarkan Surat 
Kepala DLH Prov. 
Kaltim No.   660.2/ 
2373/B.III.2/DLH/20
22   
yaitu :
a. Jetty 1 

(0°33'39,20"LS dan 
117°10'46,74"BT);

b. Sekitar Area LMP 
dan BCP 
(0°33'42,77"LS dan 
117°10'43,05"BT);

c. Sekitar Area pos 
keamanan 
(0°33'45,31"LS dan 
117°10'40,17"BT);

d. Permukiman sekitar 
(0°33'49,45"LS dan 
117°10'36,13"BT);

e. Permukiman (depan 
Langgar Baitul 

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap 6 
bulan sekali.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

Muttaqin) 
(0°33'58,41"LS dan 
117°10'31,21"BT).

D6. Pengoperasian Fasilitas Dewatering

1) Penurunan Kualitas Air Sungai Mahakam  

Penurunan 
kualitas Air 
Sungai 
Mahakam.

Kualitas air 
limbah berdasar 
Lamp. 1.19b 
Perda Kaltim No. 
02 Tahun 2011, 
meliputi:
a. COD;
b. Minyak dan 

Lemak;
c. Sulfida Terlarut;
d. Amonia (NH3N);
e. Phenol Total;
f. Temperatur;
g. pH;
h. TDS.

Pengoperasian 
fasilitas 
dewatering.

Pengumpulan Data:  
Pengambilan sampel air 
limbah menggunakan 
water sampler pada lokasi
pemantauan yang telah 
ditetapkan, kemudian 
sampel air dianalisis oleh 
laboratorium 
terakreditasi dan 
teregistrasi.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap baku mutu 
berdasar Lamp. 1.19b 
Perda Kaltim No. 02 
Tahun 2011, dan data uji
antar waktu pemantauan.

Outlet unit IPAL yang 
mengelola air limbah 
dari fasilitas 
dewatering.

Selama kegiatan
operasional 
dewatering 
berlangsung bagi air 
limbah, dilakukan :

a. setiap hari untuk 
parameter pH;

b. setiap 1 bulan sekali 
untuk parameter 
selain pH.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

2) Terganggunya Biota Perairan  

Terganggunya 
habitat biota 
perairan.

Struktur 
komunitas biota 
perairan meliputi 
plankton, 
benthos, dan 
nekton 
(mendekati 
kondisi rona awal

Pengoperasian 
fasilitas 
dewatering.

Pengumpulan Data:  
a. Pengambilan sampel 

biota menggunakan 
plankton net untuk 
plankton dan ekman 
grab untuk benthos 
pada sekitar lokasi 
pemantauan yang telah 

Sungai Mahakam 
sekitar areal PT SAL, 
yaitu (Mengacu 
Persetujuan Teknis 
Pemenuhan Baku 
Mutu Air Limbah 
Berdasarkan Surat 
Kepala Dinas 

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap 6 
bulan sekali.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

yakni indeks 
keanekaragaman 
plankton antara 
1,04 – 1,52
sedangkan untuk
indeks 
keanekaragaman 
benthos 0,00.

ditetapkan, kemudian 
sampel biota dianalisis 
oleh laboratorium 
terakreditasi;

b. Pengambilan sampel 
nekton dilakukan 
menggunakan metode 
purposive sampling, 
yang merupakan teknik 
pengambilan contoh 
dengan memperhatikan 
pertimbangan- 
pertimbangan yang 
dibuat oleh peneliti. 
Pencatatan jenis nekton 
yang teridentifikasi 
dilengkapi dengan hasil 
wawancara dengan 
penduduk lokal guna 
mendapatkan data 
tambahan mengenai 
nama lokal.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap rona awal, dan 
data uji antar waktu 
pemantauan.

Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/227/
B.III.2/DLH/2022) :
a. BAP1 = 0° 33' 35,00" 

LS; 117° 10' 40,60" 
BT;

b. BAP2 = 0° 33' 38,34" 
LS; 117° 10' 46,00" 
BT;

c. BAP3 = 0° 33' 39,69" 
LS; 117° 10' 47,99" 
BT.

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

3) Terganggunya Lalu Lintas Perairan  

Terganggunya 
lalulintas 

Tidak terjadinya 
gangguan 

Pengoperasian 
fasilitas 

Pengumpulan Data:  
Melakukan pengamatan 

Perairan Sungai 
Mahakam pada zona 

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 

 Pelaksana
a. PT SAL;

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

perairan. lalulintas 
perairan.

dewatering. dan pencatatan terhadap 
perlintasan alat 
transportasi perairan dan 
jenis sarana prasarana lalu
lintas perairan yang datang
dan pergi menuju areal PT 
SAL.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis 
secara deskriptif.

perairan sekitar lokasi
proyek.

kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap hari 
bila ada kapal yang 
datang dan pergi 
menuju areal PT SAL.

b. Tenant di kawasan PT 
SAL

 Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

4) Resiko Keselamatan Masyarakat  

Munculnya 
resiko 
keselamatan 
masyarakat.

Tidak terjadinya 
kecelakaan 
lalulintas 
perairan.

Pengoperasian 
fasilitas 
dewatering.

Pengumpulan Data:  
Melakukan pengamatan 
dan pencatatan terhadap 
terjadinya kecelakaan lalu 
lintas perairan di areal PT 
SAL.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis 
secara deskriptif.

Perairan Sungai 
Mahakam pada areal 
PT SAL.

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap hari.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

 Penerima Laporan
a. KSOP Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Dishub Prov. Kaltim;
d. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
e. DLH Prov. Kaltim;
f. KLHK RI.

D7. Operasional Tangki Timbun Biodiesel dan Minyak Nabati

1) Penurunan Kualitas Air Sungai Mahakam  

Penurunan 
kualitas air 
Sungai 
Mahakam.

a. Unit IPAL tangki
timbun biodiesel
dan minyak 
nabati;

b. Air limbah 
berdasarkan 
Perda Kaltim No.
02 Tahun 2011 
(Lamp. 1.22), 
meliputi:
1.Minyak dan 

Lemak;
2.Karbon 

Organik Total;
3.pH.

c. Limbah B3 yang
dihasilkan, 
berupa 
tumpahan 
minyak 
dan/atau sludge
dari unit oil 
trap.

Limpasan air 
hujan yang 
menjadi limbah 
cair pada saat 
kegiatan 
operasional 
tangki timbun 
biodiesel dan 
minyak nabati.

Pengumpulan Data:  
Pengambilan sampel air 
limbah menggunakan 
water sampler pada lokasi
pemantauan yang telah 
ditetapkan, kemudian 
sampel air dianalisis oleh 
laboratorium 
terakreditasi dan 
teregistrasi.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap
baku mutu berdasar:
a. Air Limbah : Lamp. 1.22

Perda Kaltim No. 02 
Tahun 2011;

b. Sumur Pantau : Lamp. 
VI PP No. 22 Tahun 
2021;

c. Data uji antar waktu 
pemantauan.

Outlet unit IPAL yang 
mengelola air limbah 
dari fasilitas tangki 
timbun biodiesel dan 
minyak nabati.

Selama kegiatan
operasional tangki 
biodiesel dan minyak 
nabati berlangsung, 
dilakukan :

Air Limbah Tangki 
Timbun :  

a. Setiap hari untuk 
parameter pH;

b. Setiap 1 bulan sekali 
untuk parameter 
selain pH.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penurunan 
kualitas air 

Kualitas air pada 
sumur pantau, 

Bila terjadi 
kebocoran/ 

Sumur Pantau Sumur Pantau :  
Setiap 6 bulan sekali.

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

sekitar. meliputi 
parameter kunci 
yaitu:
a. Minyak dan 

Lemak;
b. Karbon Organik 

Total;
c. pH.

rembesan ke 
badan tanah.

2) Terganggunya Biota Perairan  

Terjadinya 
penurunan 
kualitas dan 
kuantitas biota 
perairan sungai 
Mahakam di 
sekitar lokasi 
proyek

Struktur 
komunitas biota 
perairan meliputi 
plankton, 
benthos, dan 
nekton 
(mendekati 
kondisi rona awal
yakni indeks 
keanekaragaman 
plankton antara 
1,04 – 1,52
sedangkan untuk
indeks 
keanekaragaman 
benthos 0,00.

Limbah cair 
pada saat 
kegiatan 
operasional 
tangki timbun 
biodiesel dan 
minyak nabati.

Pengumpulan Data:  
a. Pengambilan sampel 

biota menggunakan 
plankton net untuk 
plankton dan ekman 
grab untuk benthos 
pada sekitar lokasi 
pemantauan yang telah 
ditetapkan, kemudian 
sampel biota dianalisis 
oleh laboratorium 
terakreditasi;

b. Pengambilan sampel 
nekton dilakukan 
menggunakan metode 
purposive sampling, 
yang merupakan teknik 
pengambilan contoh 
dengan memperhatikan 
pertimbangan- 
pertimbangan yang 
dibuat oleh peneliti. 
Pencatatan jenis nekton 
yang teridentifikasi 
dilengkapi dengan hasil 
wawancara dengan 

Sungai Mahakam 
sekitar areal PT SAL, 
yaitu (Mengacu 
Persetujuan Teknis 
Pemenuhan Baku 
Mutu Air Limbah 
Berdasarkan Surat 
Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/227/
B.III.2/DLH/2022) :
a. BAP1 = 0° 33' 35,00" 

LS; 117° 10' 40,60" 
BT;

b. BAP2 = 0° 33' 38,34" 
LS; 117° 10' 46,00" 
BT;

c. BAP3 = 0° 33' 39,69" 
LS; 117° 10' 47,99" 
BT.

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap 6 
bulan sekali.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

penduduk lokal guna 
mendapatkan data 
tambahan mengenai 
nama lokal.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap rona awal, dan 
data uji antar waktu 
pemantauan.

Dampak Lingkungan Lainnya yang Dikelola

E. Tahap Konstruksi

E1. Mobilisasi Peralatan dan Material

1) Terganggunya Lalu Lintas Darat  

Munculnya 
gangguan lalu 
lintas darat 
pada ruas jalan 
yang digunakan 
tahap 
konstruksi.

Terjadi/tidaknya 
gangguan lalu 
lintas darat pada 
ruas jalan yang 
dilalui dengan 
adanya kegiatan 
mobilisasi 
peralatan dan 
material.

Mobilisasi 
peralatan dan 
material.

Pengumpulan Data:  
a. Pengamatan visual 

terhadap pelaksanaan 
rekomendasi 
pengelolaan 
(penangangan dampak);

b. Pemantauan volume lalu
lintas pada ruas jalan di
sekitar lokasi proyek, 
dengan melakukan 
survei pencacahan lalu 
lintas terklasifikasi per 
15 menit pada ruas 
jalan dan persimpangan;

c. Pemantauan bangkitan 
perjalanan lokasi 
proyek, dengan 
melakukan pendataan 
jumlah kendaraan yang 

a. Areal PT SAL;
b. ruas jalan di sekitar 

PT SAL.

Selama 
berlangsungnya 
kegiatan mobilisasi 
peralatan dan material
minimal dilakukan 
satu kali.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor Pelaksana.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

masuk dan keluar 
Kawasan PT SAL selama
1 (satu) hari 
terklasifikasi dalam 
rentang waktu per 15 
menit.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian diolah secara 
tabulatif dan dianalisis 
secara deskriptif.

E2. Pembangunan Tangki Penimbunan Biodiesel dan Minyak Nabati

1) Penurunan Kualitas Udara Ambien  

Penurunan 
kualitas udara 
ambien.

Kualitas udara 
ambien 
berdasarkan 
Lamp. VII PP No. 
22 Tahun 2021, 
yaitu parameter 
TSP.

Pembangunan 
tangki 
penimbunan 
biodiesel dan 
minyak nabati.

Pengumpulan Data:  
Bekerjasama dengan pihak
laboratorium terakreditasi 
dan teregistrasi untuk 
melakukan uji kualitas 
udara ambien dengan 
peralatan terkalibrasi, 
dengan waktu pengukuran
parameter TSP selama 24 
jam.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap baku mutu 
berdasar Lamp. VII PP 
No. 22 Tahun 2021, dan 
data uji antar waktu 
pemantauan.

Lokasi pembangunan 
tangki penimbunan 
biodiesel dan minyak 
nabati.

Selama kegiatan 
pembangunan tangki 
penimbunan biodiesel 
dan minyak nabati 
berlangsung, 
dilakukan setiap 6 
bulan sekali.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor pelaksana.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

2) Peningkatan Kebisingan  
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

Peningkatan 
kebisingan

Tingkat 
kebisingan tidak 
melampaui:
a. Baku mutu 

kebisingan 
lingkungan 
berdasarkan 
Lamp. I 
KepmenLH No. 
48 Tahun 1996, 
bagi kawasan :
1. Industri;
2. Perumahan 

dan 
Pemukiman.

b. NAB kebisingan 
berdasarkan 
Lampiran I (B) 
Permenaker No. 
5 Tahun 2018 
dengan pajanan 
8 jam.

Pembangunan 
tangki 
penimbunan 
biodiesel dan 
minyak nabati.

Pengumpulan Data:  
Bekerjasama dengan pihak
laboratorium terakreditasi 
dan teregistrasi untuk 
melakukan pengukuran 
tingkat kebisingan 
menggunakan peralatan 
sound level meter 
terkalibrasi, dengan waktu 
pengukuran 24 jam.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap baku mutu 
berdasar Lamp. I 
KepmenLH No. 48 Tahun 
1996, Lampiran I (B) 
Permenaker No. 5 Tahun 
2018, dan data uji antar 
waktu pemantauan.

Lokasi pembangunan 
tangki penimbunan 
biodiesel dan minyak 
nabati.

Selama kegiatan 
pembangunan tangki 
penimbunan biodiesel 
dan minyak nabati 
berlangsung, 
dilakukan setiap 6 
bulan sekali.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Kontraktor pelaksana.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

F. Tahap Operasi

F1. Operasional Seluruh Kegiatan Usaha di Kawasan PT SAL

1) Potensi Kebakaran  

Potensi 
terjadinya 
kebakaran.

Tidak ada 
terjadinya 
kebakaran.

Operasional 
seluruh 
kegiatan usaha 
di Kawasan PT 
SAL.

Pengumpulan Data:  
Pengamatan secara visual 
terhadap kondisi kerja 
dan/atau lingkungan kerja
rawan kebakaran, dan 
mencatatat setiap kejadian
kebakaran terkait sumber, 

Seluruh area kerja PT 
SAL.

Selama kegiatan 
operasional PT SAL 
dan tenant 
berlangsung, 
dilakukan setiap hari.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.
 Pengawas
a. Dinas Pemadam 

Kebakaran Kota 
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

dan penyebab kejadian 
kebakaran.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dianalisis 
secara deskriptif.

Samarinda;
b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. Dinas Pemadam 

Kebakaran Kota 
Samarinda;

b. DLH Kota Samarinda;
c. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
d. DLH Prov. Kaltim;
e. KLHK RI.

F2. Operasional Tangki Timbun BBM (Biodiesel)

1) Penurunan Kualitas Air Sungai Mahakam  

Penurunan 
kualitas air 
Sungai 
Mahakam.

Mengacu 
Persetujuan 
Teknis 
Pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah 
Berdasarkan 
Surat Kepala 
Dinas 
Lingkungan 
Hidup Provinsi 
Kalimantan 
Timur No. 
660.2/227/ 
B.III.2/DLH/2022
, yaitu :
a. Seluruh air 

limbah dikelola 

Limpasan air 
hujan yang 
menjadi limbah 
cair di areal 
tangki timbun 
BBM (Biodiesel).

Pengumpulan Data:  
Pengambilan sampel air 
menggunakan water 
sampler pada lokasi 
pemantauan yang telah 
ditetapkan, kemudian 
sampel air dianalisis oleh 
laboratorium terakreditasi 
dan teregistrasi.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap baku mutu 
berdasar: 
a. Air Limbah : Perda 

Kaltim No. 02 Tahun 

Mengacu Persetujuan 
Teknis Pemenuhan 
Baku Mutu Air 
Limbah Berdasarkan 
Surat Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/227/
B.III.2/DLH/2022) :

Air Limbah Tangki 
Timbun :  
a. TBBM 01 =

0°33' 40,07"LS;
117° 10' 36,76"BT;

b. TBBM 02 =
0° 33' 40,05"LS;

Selama kegiatan 
operasional tangki 
timbun BBM 
(Biodiesel) 
berlangsung,

Air Limbah Tangki 
Timbun :  

a. Setiap hari untuk 
parameter pH;

b. Setiap 1 bulan sekali 
untuk parameter 
selain pH.

Air Sungai Kelas I :  
Setiap 6 bulan sekali.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

di unit IPAL (oil 
trap TBBM 01, 
TBBM 02, dan 
TBBM 03);

b. Air limbah 
berdasarkan 
Perda Kaltim No.
02 Tahun 2011 
(Lamp. 1.22), 
meliputi:
1.Minyak dan 

Lemak;
2.Karbon 

Organik Total;
3.pH.

c. Parameter kunci
PT SAL terhadap
kualitas air 
Sungai 
Mahakam (Kelas
I) berdasar 
Lamp. VI PP No. 
22 Tahun 2021, 
meliputi:
1. Temperatur;
2. TDS;
3. TSS;
4. pH;
5. BOD;
6. COD;
7. Amoniak;
8. H2S;
9. Minyak dan 

Lemak;
10. Fenol;

2011 (Lamp. 1.22);
b. Air Sungai Kelas I : 

Lamp. VI PP No. 22 
Tahun 2021;

c. Sumur Pantau : Lamp. 
VI PP No. 22 Tahun 
2021;

d. Data uji antar waktu 
pemantauan.

117° 10' 36 ,81"BT;
c. TBBM 03 =

0° 33' 40,35"LS;
117° 10' 40,85"BT.

Air Sungai Kelas I :  
a. BAP1 = 0° 33' 35,00" 

LS; 117° 10' 40,60" 
BT;

b. BAP2 = 0° 33' 38,34" 
LS; 117° 10' 46,00" 
BT;

c. BAP3 = 0° 33' 39,69" 
LS; 117° 10' 47,99" 
BT.

c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

11. Total 
Coliform.

d. Limbah B3 yang
dihasilkan, 
berupa 
tumpahan 
minyak 
dan/atau sludge
dari unit oil 
trap.

Penurunan 
kualitas air 
sekitar.

Kualitas air pada 
sumur pantau, 
meliputi 
parameter kunci 
yaitu:
a. Minyak dan 

Lemak;
b. Karbon Organik 

Total;
c. pH.

Bila terjadi 
kebocoran/ 
rembesan ke 
badan tanah.

Sumur Pantau:  
a. Upstream = 

0°33'49,94"LS; 
117°10'33.22";

b. Midstream =  
0°33'42,84"LS; 
117°10'35,78"BT;

c. Doownstream = 
0°33'37,91"LS; 
117°10'41,23"BT;

d. Downstream 2 = 
0°33'42.21"LS; 
117°10'46.39" BT;

e. 01 PIL = 
0°33'39,36"LS;
117°10'39,17"BT;

f. 02 PIL = 
0°33'36,99"LS; 
117°10'39,30"BT;

g. LMP = 
0°33'39,28"LS;
117°10'43.44"BT.

Sumur Pantau :  
Setiap 6 bulan sekali.

2) Terganggunya Biota Perairan  

Terjadinya 
penurunan 

Struktur 
komunitas biota 

Limbah cair 
pada saat 

Pengumpulan Data:  
a. Pengambilan sampel 

Sungai Mahakam 
sekitar areal PT SAL, 

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 

 Pelaksana
a. PT SAL;
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

kualitas dan 
kuantitas biota 
perairan sungai 
Mahakam di 
sekitar lokasi 
proyek.

perairan meliputi 
plankton, 
benthos, dan 
nekton 
(mendekati 
kondisi rona awal
yakni indeks 
keanekaragaman 
plankton antara 
1,04 – 1,52
sedangkan untuk
indeks 
keanekaragaman 
benthos 0,00.

kegiatan 
operasional 
tangki timbun 
BBM (Biodiesel).

biota menggunakan 
plankton net untuk 
plankton dan ekman 
grab untuk benthos 
pada sekitar lokasi 
pemantauan yang telah 
ditetapkan, kemudian 
sampel biota dianalisis 
oleh laboratorium 
terakreditasi;

b. Pengambilan sampel 
nekton dilakukan 
menggunakan metode 
purposive sampling, 
yang merupakan teknik 
pengambilan contoh 
dengan memperhatikan 
pertimbangan- 
pertimbangan yang 
dibuat oleh peneliti. 
Pencatatan jenis nekton 
yang teridentifikasi 
dilengkapi dengan hasil 
wawancara dengan 
penduduk lokal guna 
mendapatkan data 
tambahan mengenai 
nama lokal.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap rona awal, dan 
data uji antar waktu 
pemantauan.

yaitu (Mengacu 
Persetujuan Teknis 
Pemenuhan Baku 
Mutu Air Limbah 
Berdasarkan Surat 
Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/227/
B.III.2/DLH/2022) :
a. BAP1 = 0° 33' 35,00" 

LS; 117° 10' 40,60" 
BT;

b. BAP2 = 0° 33' 38,34" 
LS; 117° 10' 46,00" 
BT;

c. BAP3 = 0° 33' 39,69" 
LS; 117° 10' 47,99" 
BT.

kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap 6 
bulan sekali.

b. Tenant di kawasan PT 
SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

3) Terganggunya Lalu Lintas Darat  

Munculnya 
gangguan lalu 
lintas darat 
pada ruas jalan 
yang digunakan 
pada kegiatan 
ini.

Tidak terjadinya 
gangguan lalu 
lintas darat pada 
ruas jalan yang 
dilalui dari 
adanya kegiatan 
pengangkutan 
BBM.

Pengoperasian 
tangki 
penimbunan 
BBM.

Pengumpulan Data:  
a. Pengamatan visual 

terhadap pelaksanaan 
rekomendasi 
pengelolaan 
(penangangan dampak);

b. Pemantauan volume lalu
lintas pada ruas jalan di
sekitar lokasi proyek, 
dengan melakukan 
survei pencacahan lalu 
lintas terklasifikasi per 
15 menit pada ruas 
jalan dan persimpangan;

c. Pemantauan bangkitan 
perjalanan lokasi 
proyek, dengan 
melakukan pendataan 
jumlah kendaraan yang 
masuk dan keluar 
Kawasan PT SAL selama
1 (satu) hari 
terklasifikasi dalam 
rentang waktu per 15 
menit.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian diolah secara 
tabulatif dan dianalisis 
secara deskriptif.

a. Areal PT SAL;
b. Ruas jalan di sekitar 

PT SAL.

Selama 
berlangsungnya 
kegiatan 
pengangkutan BBM 
dilakukan setiap satu 
tahun sekali.

Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

4) Resiko Keselamatan Masyarakat  

Munculnya 
resiko 

Tingkat dan 
frekuensi 

Merupakan 
dampak 

Pengumpulan Data:  
Melakukan pengamatan 

Sepanjang ruas jalan 
yang dilalui pada 

Selama 
berlangsungnya 

Pelaksana
a. PT SAL;
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"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

keselamatan 
masyarakat.

kecelakaan yang 
terjadi pada saat 
pengangkutan 
BBM.

lanjutan akibat 
munculnya 
gangguan lalu 
lintas darat 
pada kegiatan 
operasional 
tangki BBM.

secara visual dan 
pencatatan terjadinya 
gangguan keselamatan 
masyarakat di lapangan.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian diolah secara 
tabulatif dan dianalisis 
secara deskriptif.

kegiatan 
pengangkutan BBM.

kegiatan penimbunan 
BBM, dilakukan setiap
hari bila ada armada 
yang datang dan pergi 
dari areal PT SAL.

b. Tenant di kawasan PT 
SAL.

Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

F3. Operasional Liquid Mud Plant (LMP)

1) Penurunan Kualitas Air Sungai Mahakam  

Penurunan 
kualitas air 
Sungai 
Mahakam.

Mengacu 
Persetujuan 
Teknis 
Pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah 
Berdasarkan 
Surat Kepala 
Dinas 
Lingkungan 
Hidup Provinsi 
Kalimantan 
Timur No. 
660.2/227/ 
B.III.2/DLH/2022
, yaitu :
Air Limbah 

a. Limpasan air 
hujan yang 
menjadi limbah
cair di areal 
LMP;

b. Limbah hasil 
pembersihan 
ceceran 
dan/atau 
tumpahan 
serta 
pembersihan 
dari kegiatan 
pengoperasian 
dan perawatan 
unit LMP.

Pengumpulan Data:  
Pengambilan sampel air 
menggunakan water 
sampler pada lokasi 
pemantauan yang telah 
ditetapkan, kemudian 
sampel air dianalisis oleh 
laboratorium terakreditasi 
dan teregistrasi.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap baku mutu 
berdasar: 
a. Air Limbah : Perda 

Mengacu Persetujuan 
Teknis Pemenuhan 
Baku Mutu Air 
Limbah Berdasarkan 
Surat Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/227/
B.III.2/DLH/2022) :

Air Limbah berasal 
dari limpasan air 
hujan :  
LMP 01 = 0° 33' 
41,98"LS;
117° 10' 42,53"BT

Selama kegiatan 
operasional Liquid 
Mud Plant (LMP) 
berlangsung,

Air Limbah LMP :  
a. Setiap hari untuk 

parameter pH;
b. Setiap 1 bulan sekali 

untuk parameter 
selain pH.

Air Sungai Kelas I :  
Setiap 6 bulan sekali.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

berasal dari 
limpasan air 
hujan:  
a. Seluruh air 

limbah dikelola 
di unit IPAL (oil 
trap LMP 01);

b. Air limbah 
berdasarkan 
Perda Kaltim No.
02 Tahun 2011 
(Lamp. 1.19b-
Jenis Air 
Drainase), 
meliputi:
1.Minyak dan 

Lemak;
2.Karbon 

Organik Total.

Air Limbah 
berasal dari 
pembersihan 
ceceran dan/atau 
tumpahan serta 
pembersihan:  
a. Seluruh air 

limbah dikelola 
di unit IPAL (oil 
trap LMP 02);

b. Air limbah 
berdasarkan 
Perda Kaltim No.
02 Tahun 2011 

Kaltim No. 02 Tahun 
2011 (Lamp. 1.19b – 
Jenis Air Drainase dan 
Jenis Air Terproduksi);

b. Air Sungai Kelas I : 
Lamp. VI PP No. 22 
Tahun 2021;

c. Data uji antar waktu 
pemantauan.

Air Limbah berasal 
dari pembersihan 
ceceran dan/atau 
tumpahan serta 
pembersihan:  
LMP 02 = 0° 33' 
42,13"LS;
117° 10' 42,65BT.

Air Sungai Kelas I :  
a. BAP1 = 0° 33' 35,00" 

LS; 117° 10' 40,60" 
BT;

b. BAP2 = 0° 33' 38,34" 
LS; 117° 10' 46,00" 
BT;

c. BAP3 = 0° 33' 39,69" 
LS; 117° 10' 47,99" 
BT.

c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

(Lamp. 1.19b-
Jenis Air 
Terproduksi), 
meliputi:
1.COD;
2.Minyak dan 

Lemak;
3.Sulfida 

Terlarut 
(sebagai H2S);

4.Amonia (NH3-
N);

5.Phenol Total;
6.Temperatur;
7.pH;
8.TDS.

Air Sungai Kelas I:  
Parameter kunci 
PT SAL terhadap 
kualitas air Sungai
Mahakam (Kelas I) 
berdasar Lamp. VI 
PP No. 22 Tahun 
2021, meliputi:
a. Temperatur;
b. TDS;
c. TSS;
d. pH;
e. BOD;
f. COD;
g. Amoniak;
h. H2S;
i. Minyak dan 

Lemak;

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

j. Fenol;
k. Total Coliform.

F4. Operasional Cement Bulk Plant (CBP)

1) Penurunan Kualitas Air Sungai Mahakam  

Penurunan 
kualitas air 
Sungai 
Mahakam.

Mengacu 
Persetujuan 
Teknis 
Pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah 
Berdasarkan 
Surat Kepala 
Dinas 
Lingkungan 
Hidup Provinsi 
Kalimantan 
Timur No. 
660.2/227/ 
B.III.2/DLH/2022
, yaitu :
Air Limbah 
berasal dari 
limpasan air 
hujan:  
a. Seluruh air 

limbah dikelola 
di unit IPAL (oil 
trap Hilir 01);

b. Air limbah 
berdasarkan 
Perda Kaltim No.
02 Tahun 2011 
(Lamp. 1.19b-
Jenis Air 
Drainase), 
meliputi:

a. Limpasan air 
hujan yang 
menjadi limbah
cair di areal 
CBP;

b. Limbah hasil 
pembersihan 
ceceran 
dan/atau 
tumpahan 
serta 
pembersihan 
dari kegiatan 
pengoperasian 
dan perawatan 
unit CBP.

Pengumpulan Data:  
Pengambilan sampel air 
menggunakan water 
sampler pada lokasi 
pemantauan yang telah 
ditetapkan, kemudian 
sampel air dianalisis oleh 
laboratorium terakreditasi 
dan teregistrasi.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap baku mutu 
berdasar: 
a. Air Limbah : Perda 

Kaltim No. 02 Tahun 
2011 (Lamp. 1.19b – 
Jenis Air Drainase dan 
Jenis Air Terproduksi);

b. Air Sungai Kelas I : 
Lamp. VI PP No. 22 
Tahun 2021;

c. Data uji antar waktu 
pemantauan.

Mengacu Persetujuan 
Teknis Pemenuhan 
Baku Mutu Air 
Limbah Berdasarkan 
Surat Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/227/
B.III.2/DLH/2022) :
Air Limbah berasal 
dari limpasan air 
hujan :  
Hilir 01 = 0° 33' 
42,41"LS;
117° 10' 44,40"BT

Air Limbah berasal 
dari pembersihan 
ceceran dan/atau 
tumpahan serta 
pembersihan:  
Hilir 02 = 0° 33' 
42,23"LS;
117° 10' 44,52BT.

Air Sungai Kelas I :  
a. BAP1 = 0° 33' 35,00" 

LS; 117° 10' 40,60" 
BT;

b. BAP2 = 0° 33' 38,34" 
LS; 117° 10' 46,00" 

Selama kegiatan 
operasional Cement 
Bulk Plant (CBP) 
berlangsung,

Air Limbah CBP :  
a. Setiap hari untuk 

parameter pH;
b. Setiap 1 bulan sekali 

untuk parameter 
selain pH.

Air Sungai Kelas I :  
Setiap 6 bulan sekali.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

1.Minyak dan 
Lemak;

2.Karbon 
Organik Total.

Air Limbah 
berasal dari 
pembersihan 
ceceran dan/atau 
tumpahan serta 
pembersihan:  
a. Seluruh air 

limbah dikelola 
di unit IPAL 
(Hilir 02);

b. Air limbah 
berdasarkan 
Perda Kaltim No.
02 Tahun 2011 
(Lamp. 1.19b-
Jenis Air 
Terproduksi), 
meliputi:
1.COD;
2.Minyak dan 

Lemak;
3.Sulfida 

Terlarut 
(sebagai H2S);

4.Amonia (NH3-
N);

5.Phenol Total;
6.Temperatur;
7.pH;
8.TDS.

BT;
c. BAP3 = 0° 33' 39,69" 

LS; 117° 10' 47,99" 
BT.

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

Air Sungai Kelas I:  
Parameter kunci 
PT SAL terhadap 
kualitas air Sungai
Mahakam (Kelas I) 
berdasar Lamp. VI 
PP No. 22 Tahun 
2021, meliputi:
a. Temperatur;
b. TDS;
c. TSS;
d. pH;
e. BOD;
f. COD;
g. Amoniak;
h. H2S;
i. Minyak dan 

Lemak;
j. Fenol;
k. Total Coliform.

F5. Operasional Tubular Maintenance

1) Penurunan Kualitas Air Sungai Mahakam  

Penurunan 
kualitas air 
Sungai 
Mahakam.

Tidak terjadinya 
ceceran air 
limbah dari 
kegiatan 
operasional 
tubular 
maintenance.

Limbah cair dan
padat dari
kegiatan 
operasional 
tubular 
maintenance.

Pengumpulan Data:  
Pengamatan secara visual 
terhadap pengelolaan dan 
memastikan unit 
penampung air limbah 
tenant pelaksana 
operasional tubular 
maintenance tidak bocor 
dan sebagainya.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 

Areal operasional dan 
unit penampung air 
limbah tenant 
pelaksana operasional
tubular 
maintenancetubular 
maintnance.

Selama kegiatan
operasional tubular 
maintenance 
berlangsung, 
dilakukan setiap hari 
apabila ada 
operasional tubular 
maintenance.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

kemudian dianalisis secara
deskriptif.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

F6. Operasional Tempat Penyimpanan Limbah B3

1) Timbulan Limbah B3  

Timbulan 
Limbah B3 
Kegiatan 
Operasional PT 
SAL.

Tidak terjadinya 
ceceran limbah 
B3 dari kegiatan 
operasional PT 
SAL.

Seluruh 
Kegiatan Usaha 
PT SAL.

Pengumpulan Data:  
Melakukan pengamatan 
secara visual dan 
pencatatan terjadinya 
timbulan limbah B3.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian diolah secara 
tabulatif dan dianalisis 
secara deskriptif.

Areal operasional 
Tempat Penyimpanan 
Limbah B3 PT SAL

Selama kegiatan
Operasional Tempat 
Penyimpanan Limbah 
B3 berlangsung; 
dilakukan setiap 
adanya kegiatan 
keluar dan/atau 
masuknya Limbah B3 

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

F7. Kegiatan Operasional dan Aktivitas Karyawan (Domestik)

1) Timbulan Sampah Sejenis Rumah Tangga  

Timbulan 
sampah sejenis 
rumah tangga.

Tidak ada ceceran
limbah domestik 
padat di kawasan
PT SAL.

Kegiatan 
Operasional dan
Aktivitas 
Karyawan 
(Domestik)

Pengumpulan Data:  
a. Pengamatan secara 

visual terhadap kondisi 
tong sampah terpilah 
dan kebersihan (ceceran
sampah) di seluruh 

a. Seluruh kawasan PT 
SAL;

b. Bersama mitra bank 
sampah.

Selama kegiatan 
operasional PT SAL 
dan tenant 
berlangsung,

a. Dilakukan setiap 
hari untuk 

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL;
c. Mitra Bank Sampah.

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

areal PT SAL;
b. Mencatat besaran 

limbah padat yang dapat
dimanfaatkan oleh mitra
bank sampah;

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian diolah secara 
tabulatif dan dianalisis 
secara deskriptif.

pengamatan visual;
b. Dilakukan setiap 

dilakukan 
penyerahan/ 
penjemputan 
terhadap sampah 
yang masih memiliki 
nilai terhadap mitra 
bank sampah.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

2) Timbulan Air Limbah Domestik  

Timbulan air 
limbah 
domestik.

Mengacu 
Persetujuan 
Teknis 
Pemenuhan Baku
Mutu Air Limbah 
Berdasarkan 
Surat Kepala 
Dinas 
Lingkungan 
Hidup Provinsi 
Kalimantan 
Timur No. 
660.2/227/ 
B.III.2/DLH/2022
, yaitu:
a. Seluruh air 

limbah domestik
dikelola di unit 
IPAL domestik;

b. Air limbah 
berdasarkan 

Kegiatan 
Operasional dan
Aktivitas 
Karyawan 
(Domestik)

Pengumpulan Data:  
Pengambilan sampel air 
menggunakan water 
sampler pada lokasi 
pemantauan yang telah 
ditetapkan, kemudian 
sampel air dianalisis oleh 
laboratorium terakreditasi 
dan teregistrasi.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap baku mutu 
berdasar: 
a. Air Limbah : PermenLHK

No. P.68 Tahun 2016 
(Lamp. I);

b. Air Sungai Kelas I : 
Lamp. VI PP No. 22 
Tahun 2021;

Mengacu Persetujuan 
Teknis Pemenuhan 
Baku Mutu Air 
Limbah Berdasarkan 
Surat Kepala Dinas 
Lingkungan Hidup 
Provinsi Kalimantan 
Timur No. 660.2/227/
B.III.2/DLH/2022) :

Air Limbah Domestik :  
0° 33' 49,30"LS;
117° 10' 33,50"BT

Air Sungai Kelas I :  
a. BAP1 = 0° 33' 35,00" 

LS; 117° 10' 40,60" 
BT;

b. BAP2 = 0° 33' 38,34" 
LS; 117° 10' 46,00" 
BT;

Selama kegiatan 
operasional PT SAL 
dan tenant 
berlangsung,

Air Limbah Domestik :  
a. Setiap hari untuk 

parameter pH dan 
debit;

b. Setiap 1 bulan sekali 
untuk parameter 
selain pH.

Air Sungai Kelas I :  
Setiap 6 bulan sekali.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

    



Catatan :  
1. UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1 

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."  
Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.  

 

No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

PermenLHK No. 
P.68 Tahun 
2016, meliputi:
1.pH;
2.BOD;
3.COD;
4.TSS;
5.Minyak & 

lemak;
6.Amoniak;
7.Total Coliform;
8.Debit ≤ 100.

c. Parameter kunci
PT SAL terhadap
kualitas air 
Sungai 
Mahakam (Kelas
I) berdasar 
Lamp. VI PP No. 
22 Tahun 2021, 
meliputi:
1. Temperatur;
2. TDS;
3. TSS;
4. pH;
5. BOD;
6. COD;
7. Amoniak;
8. H2S;
9. Minyak dan 

Lemak;
10. Fenol;
11. Total 

Coliform.

c. Data uji antar waktu 
pemantauan.

c. BAP3 = 0° 33' 39,69" 
LS; 117° 10' 47,99" 
BT.
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

F8. Operasional Genset sebagai Sumber Listrik Cadangan

1) Timbulan Emisi Gas Buang Genset  

Timbulan emisi 
gas buang 
genset

Emisi gas buang 
genset 
berdasarkan 
Lamp. 1 
PermenLHK No. 
11 Tahun 2021, 
yaitu :
a. NOx;
b. CO.

Operasional 
genset sebagai 
sumber listrik 
cadangan bila 
unit genset 
beroperasi ≥ 200
jam/tahun).

Pengumpulan Data:  
a. Melakukan pencatatan 

jam operasional unit 
genset; 

b. Bekerjasama dengan 
pihak laboratorium 
terakreditasi dan 
teregistrasi untuk 
melakukan uji emisi 
unit genset (bila unit 
genset beroperasi ≥ 200 
jam/tahun).

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap baku mutu 
berdasar Lamp. 1 
PermenLHK No. 11 Tahun
2021, dan data uji antar 
waktu pemantauan.

Outlet cerobong di 
areal PT SAL, 
mengacu Persetujuam
Teknis Pemenuhan 
BME berdasarkan 
Surat Kepala DLH 
Prov. Kaltim No. 
660.2/ 2373/B.III.2/
DLH/2022   
yaitu :
a. Genset G1 

(0°33’42,31”LS; 
117°10’42,86”BT);

b. Genset G2 
(0°33’42,22”LS; 
117°10’42,74”BT);

c. Genset G3 
(0°33’41,95”LS; 
117°10’43,24”BT);

d. Genset SAL 300 kVA 
(0°33’42,15”LS; 
117°10’41,03”BT);

e. Genset PIL 300 kVA 
(0°33’42,59”LS; 
117°10’37,18”BT);

f. Genset Cementing 
Sclumberger 
(0°33’40,87”LS; 
117°10’44,57”BT).

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap 3 
tahun sekali (bila unit 
genset beroperasi ≥ 
200 jam/tahun).

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

2) Peningkatan Kebisingan Lingkungan  

Peningkatan Tingkat Operasional Pengumpulan Data:  Di dalam dan sekitar Selama beroperasinya  Pelaksana
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

kebisingan 
lingkungan

kebisingan 
lingkungan 
berdasarkan :
a. Lamp. I 

KepmenLH No. 
48 Tahun 1996, 
bagi kawasan :
1. Industri;
2. Perumahan 

dan 
Pemukiman.

b. Lampiran I (B) 
Permenaker No. 
5 Tahun 2018.

genset sebagai 
sumber listrik 
cadangan, 
pengoperasian 
unit diesel selain
genset, dan 
mobilisasi truk 
angkutan 
minyak

Bekerjasama dengan 
pihak laboratorium 
terakreditasi dan 
teregistrasi untuk 
melakukan pengukurang 
tingkat kebisingan 
lingkungan sesuai 
amanat KepmeLH No. 48 
Tahun 1996 (Lampiran II)
:
a. Dengan sebuah sound 

level meter biasa diukur 
tingkat tekanan bunyi 
dB(A) selama 10 
(sepuluh) menit untuk 
tiap pengukuran. 
Pembacaan dilakukan 
setiap 5 (lima) detik;

b. Waktu pengukuran 
dilakukan selama 
aktifitas 24 jam (LSM) 
dengan cara pada siang 
hari tingkat aktifitas 
yang paling tinggi 
selama 16 jam (LS) pada 
selang waktu 06.00 - 
22.00 dan aktivitas 
dalam hari selama 8 jam
(LM) pada selang 22.00 - 
06.00;

c. Setiap pengukuran 
harus dapat mewakili 
selang waktu tertentu 
dengan menetapkan 
paling sedikit 4 waktu 

arel PT SAL, mengacu 
Persetujuam Teknis 
Pemenuhan BME 
berdasarkan Surat 
Kepala DLH Prov. 
Kaltim No. 660.2/ 
2373/B.III.2/DLH/20
22 yaitu :
a. Jetty 1 

(0°33'39,20"LS dan 
117°10'46,74"BT);

b. Sekitar Area LMP 
dan BCP 
(0°33'42,77"LS dan 
117°10'43,05"BT);

c. Sekitar Area pos 
keamanan 
(0°33'45,31"LS dan 
117°10'40,17"BT);

d. Permukiman sekitar 
(0°33'49,45"LS dan 
117°10'36,13"BT);

e. Permukiman (depan 
Langgar Baitul 
Muttaqin) 
(0°33'58,41"LS dan 
117°10'31,21"BT).

PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap 6 
bulan sekali.

a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

pengukuran pada siang 
hari dan pada malam 
hari paling sedikit 3 
waktu pengukuran.

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap baku tingkat 
kebisingan berdasarkan : 
a. Lamp. I KepmenLH No. 

48 Tahun 1996, bagi 
kawasan :
1. Industri;
2. Perumahan dan 

Pemukiman.
b. Lampiran I (B) 

Permenaker No. 5 
Tahun 2018.

3) Peningkatan Getaran Lingkungan  

Peningkatan 
getaran 
lingkungan

Tingkat getaran 
lingkungan 
berdasarkan 
Lamp. 1 
KepmenLH No. 
Kep-49/Menlh/1
1/1996, yaitu :
a. Tidak 

mengganggu 
(untuk 
kenyamanan 
dan kesehatan);

b. Tidak 
menimbulkan 
kerusakan 

Operasional 
genset sebagai 
sumber listrik 
cadangan, 
pengoperasian 
unit diesel selain
genset, dan 
mobilisasi truk 
angkutan 
minyak

Pengumpulan Data:  
Bekerjasama dengan 
pihak laboratorium 
terakreditasi dan 
teregistrasi untuk 
melakukan pengukurang 
tingkat getaran 
lingkungan sesuai 
amanat KepmeLH No. 49 
Tahun 1996 (Lampiran V)
:
a. Alat penangkap getaran 

diletakkan pada lantai 
atau permukaan yang 
bergetar, dan 

Rumah genset di areal
PT SAL dan rumah 
warga, mengacu 
Persetujuan Teknis 
Pemenuhan BME 
berdasarkan Surat 
Kepala DLH Prov. 
Kaltim No. 660.2/ 
2373/B.III.2/DLH/20
22    
yaitu :
a. Rumah Genset G1, 

G2, dan G3 
(0°33'41,94"LS dan 
117°10'43,13"BT);

Selama beroperasinya 
PT SAL dan tenant di 
kawasan PT SAL, 
dilakukan setiap 6 
bulan sekali.

 Pelaksana
a. PT SAL;
b. Tenant di kawasan PT 

SAL.

 Pengawas
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.

 Penerima Laporan
a. DLH Kota Samarinda;
b. Disperindagkop UKM 
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

(untuk 
bangunan).

disambungkan ke alat 
ukur getaran yang 
dilengkapi dengan filter;

b. Alat ukur dipasang pada
besaran simpangan. 
Dalam hal alat tidak 
dilengkapi dengan 
fasilitas itu, dapat 
digunakan konversi 
besaran

c. Pembacaaan dan 
pencatatan dilakukan 
untuk setiap frekwensi 4
- 63 Hz atau dengan 
sapuan oleh alat 
pencatat getaran;

d. Adapun untuk getaran 
untuk keutuhan 
bangnan cara 
pengukuran sama 
dengan pengukuran 
getaran untuk 
kenyaman dan 
kesehatan manusia, 
hanya besaran yang 
dipakai ialah kecepatan 
getaran puncak (peak 
Velocity).

b. Rumah Genset SAL 
300 kVA 
(0°33'42,01"LS dan 
117°10'41,15"BT);

c. Rumah Genset PIL 
300 kVA 
(0°33'42,52"LS dan 
117°10'37,36" BT);

d. Rumah Genset 
Cementing 
Sclumberger 
(0°33'40,82"LS dan 
117°10'44,63"BT);

e. Permukiman Sekitar 
(0°33'45,63" LS dan 
117°10'39,09"BT).

Prov. Kaltim;
c. DLH Prov. Kaltim;
d. KLHK RI.
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No
Dampak Lingkungan yang Dipantau Bentuk Pemantauan Lingkungan Hidup

Institusi Pemantauan
Lingkungan HidupJenis Dampak

yang Timbul
Indikator/
Parameter

Sumber
Dampak

Metode Pengumpulan
dan Analisis Data

Lokasi Pemantauan
Lingkungan Hidup

Waktu dan Frekuensi
Pemantauan

Analisis Data:  
Data yang diperoleh 
kemudian dibandingkan 
terhadap baku tingkat 
getaran berdasar Lamp. 1 
KepmenLH No. 49 Tahun 
1996, dan data uji antar 
waktu pemantauan.

Ditetapkan di : Samarinda
Pada tanggal : 2 Desember 2022

0B7D4F

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :

Puguh Harjanto, S.STP, M.Si
Pembina Utama Muda

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
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LAMPIRAN II  : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU  SATU  PINTU  PROVINSI  KALIMANTAN  TIMUR  NOMOR
503/0402/LINGK/DPMPTSP/XII/2022  TANGGAL  2  Desember  2022
TENTANG  SURAT  KEPUTUSAN  KELAYAKAN  LINGKUNGAN  HIDUP
ATAS RENCANA PERUBAHAN PERSETUJUAN LINGKUNGAN TERKAIT
PERUBAHAN  PENGELOLAAN  DAN  PEMANTAUAN  LINGKUNGAN
HIDUP  SERTA  PENGINTEGRASIAN  PERSETUJUAN  TEKNIS
PEMENUHAN  BAKU  MUTU  AIR  LIMBAH  DAN  PEMENUHAN  BAKU
MUTU EMISI  UDARA AMBIEN KE DALAM DOKUMEN LINGKUNGAN
PT. SARANA ABADI LESTARI YANG BERLOKASI DI KELURAHAN RAWA
MAKMUR  KECAMATAN  PALARAN  KOTA  SAMARINDA  PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR
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